SALINAN

WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA KUPANG,

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA KUPANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan

Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan

Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5946);

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan
WALI KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN.....



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

11.
12.
13.
14.

15.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem
pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan
khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan
berkelanjutan.

Penyelenggaraan KLA adalah upaya pengintegrasian kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah guna mewujudkan
perlindungan dan pemenuhan hak Anak.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh
Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa
aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh
kembangnya.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perlindungan Anak.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.

. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.
Daerah adalah Kota Kupang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang.

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang
mengoordinasikan wupaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk
mewujudkan KLA.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh
camat.

Kecamatan Ramah Anak adalah bagian dari wilayah daerah kota yang
dipimpin camat yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak
dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah
[ainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan,
kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait
pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Kecamatan.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat
Kecamatan.

Kelurahan Ramah Anak adalah adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang
aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu
menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari
kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung
partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran,
pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan
perlindungan Anak di Kelurahan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang
selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang
dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan
dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus,
dan masalah lainnya.

Forum Anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah Daerah dimana
anggota dan kepengurusannya terdiri dari Anak utusan dari berbagai
organisasi atau kelompok kegiatan Anak.

Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah
dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk
mewujudkan KLA.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan
strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa
depan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1)
tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat
APSAI adalah lembaga independen yang dapat menentukan kriteria
kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan
mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi anak.

Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi
anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan

sadisme ...
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27.

28.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

sadisme, tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa
positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat
LK3 adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan
upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan
masalah psikososial keluarga.

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut PPKS adalah
wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan
kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang
dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi
dan konseling, pembinaan serta rujukan.

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat
PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara
simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan
usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih
lanjut.

Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar
Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD
Sejenis.

Rute Aman Selamat Sekolah yang selanjutnya disingkat RASS merupakan
bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa
penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu
lintas dan penggunaan jaringan jalan serta penggunaan sarana dan
prasarana angkutan sungai dan danau dari lokasi permukiman menuju
sekolah.

Zona Selamat Sekolah yang selanjutnya disebut ZoSS adalah bagian dari
kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian
prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.
Perlengkapan Jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk
keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta
kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.

Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat AS! adalah cairan hasil sekresi
kelenjar payudara ibu.

Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut AS! Eksklusif ASI yang
diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa
menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
daerah dan/atau masyarakat.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat ...
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48.

49.

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan
pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat,
peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi,
menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan,
diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi
anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan,
dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak
di pendidikan.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal
yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada
Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (MI)
atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan
pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah
pertama dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang
selanjutnya disebut Penyalahgunaan NAPZA adalah pemakaian narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan maksud bukan untuk
pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan
pengawasan dokter.

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah
Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome.

Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS
adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri
yang disebabkan oieh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah jenis obat yang
digunakan untuk menekan perkembangan virus HIV dalam tubuh.
Narkoba adalah Narkotika, obat-obatan dan bahan adiktif lainnya
merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik
sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan
ketergantungan.

Kebijakan Kata Tanggap Ancaman Narkoba yang selanjutnya disebut KATAN
adalah kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di
wilayah kota berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan
memitigasi ancaman Narkoba.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan
fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

kesulitan...



50.

51.

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Perilaku Menyimpang Sosial Anak adalah perilaku anak yang tidak sesuai
dengan nilai kesusilaan atau kepatutan, bertentangan dengan norma dan
hukum yang ada di dalam masyarakat.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut ABH
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban
tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berdasarkan prinsip:

© oo

tata pemerintahan yang baik;

non-diskriminasi;

kepentingan terbaik bagi Anak;

hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.
b.

C.

menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah;

menjamin upaya pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;

mewujudkan ditetapkannya Daerah sebagai KLA yang merupakan bagian
dari kontribusi Daerah dalam mendukung Indonesia layak Anak; dan
meningkatkan peran dan kapasitas Pemerintah Daerah, Kelurahan,
masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam mewujudkan
pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus
Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

@0 a0 o

penguatan kelembagaan;

keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa;
klaster hak sipil dan kebebasan;

klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;

klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
klaster perlindungan khusus.

BAB II
PENGUATAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Gugus Tugas Kota Layak Anak

Paragraf 1...



Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 5

(1) Wal Kota berwenang membentuk Gugus Tugas KLA.
(2) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

(1) Selain Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), juga
dibentuk:
a. gugus tugas Kecamatan Ramah Anak; dan
b. gugus tugas Kelurahan Ramah Anak.

(2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan kerja
sub koordinat dengan Gugus Tugas KLA.

(3) Gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(4) Gugus tugas Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 7

(1) Keanggotaan Gugus Tugas KLA meliputi:

a. Perangkat Daerah;

b. unsur masyarakat;

c. media massa;

d. dunia usaha;

e. orang tua/wali/keluarga; dan
f. Forum Anak.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam pemenuhan hak Anak
dan/atau Perlindungan Khusus Anak baik secara langsung maupun tidak
langsung.

Pasal 8

Keanggotaan gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

perangkat Kecamatan;

unsur lembaga kemasyarakatan;

dunia usaha;

orang tua/wali/keluarga;

Forum Anak di tingkat Kecamatan; dan/atau

tokoh adat dan/atau tokoh agama.

oo T

(2) Perangkat ...



Pasal 9

Ketentuan keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
berlaku secara mutatis mutandis terhadap keanggotaan gugus tugas Kelurahan
Ramah Anak.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan organisasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) meliputi:

a. ketua, dijabat oleh sekretaris Daerah;

b. wakil ketua, dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan bidang  perencanaan
pembangunan Daerah;
sekretaris, dijabat oleh kepala Dinas; dan
sub gugus tugas terdiri dari:

1. sub gugus tugas kelembagaan;

2. sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;

3. sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan
alternatif;

4. sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;

5. sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan
kegiatan budaya; dan

6. sub gugus tugas klaster perlindungan khusus.

(2) keanggotaan sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
terdiri dari unsur Perangkat Daerah.

(3) Pengisian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
berdasarkan kesesuaian urusan pemerintahan yang terkait secara langsung
maupun tidak langsung dengan upaya pemenuhan hak Anak dan
Perlindungan Khusus Anak.

B o

Pasal 11

(1) Susunan organisasi gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

a. ketua oleh sekretaris Kecamatan;

b. wakil oleh kepala sub bagian yang membidangi urusan perencanaan
pembangunan;

c. sekretaris oleh kepala seksi yang membidangi urusan pemberdayaan
masyarakat dan Desa; dan

d. Sub gugus tugas terdiri dari:
1. sub gugus tugas kelembagaan;
2. sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;

3. sub ...



3. sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan
alternatif;

4. sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;

5. sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan
kegiatan budaya; dan

6. sub gugus tugas klaster perlindungan khusus.

(2) Pengisian keanggotaan sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d berasal dari keanggotan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 12

Susunan organisasi gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis untuk gugus
tugas Kelurahan Ramah Anak.

Paragraf 4
Tugas

Pasal 13

(1) Gugus Tugas KLA bertugas:

a. mengoordinasikan dan penyinkronkan penyusunan RAD KLA;

b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam
Penyelenggaraan KLA;

c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam
rangka Penyelenggaraan KLA;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan

e. membuat la po ran Penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit 1
(satu) kali dalam setahun dengan tembusan kepada Gubernur, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri, dan
Menteri.

Pasal 14
Tugas gugus tugas Kecamatan Ramah Anak dan gugus tugas Kelurahan
Ramah Anak adalah mendukung pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Paragraf 5
Penguatan Kapasitas

Pasal 15

(1) Dinas bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas Gugus
Tugas KLA.

(2) Fasilitas ...



(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penguatan sumber daya manusia, terdiri dari:
1. bimbingan teknis;
2. pelatihan; dan
3. sosialisasi; dan
b. penguatan organisasi, terdiri dari:
1. sarana prasarana;
2. sistem insentif; dan
3. tata kerja.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara
terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan
fungsi bidang penguatan sumber daya manusia dan/atau organisasi.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pasal 16

(1) Dinas secara terkoordinasi dengan sekretariat Daerah yang membidangi
organisasi bertanggung jawab memfasilitasi terbentuknya UPTD PPA.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, klasifikasi, susunan
organisasi, tata kerja, dan standar Jayanan UPTD PPA dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

Paragraf |
Umum

Pasal 17

(1) RAD KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2025-2029
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Perubahan terhadap RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

(1) RAD KLA dapat dilakukan kaji ulang.

(2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
dilaksanakan evaluasi oleh Gugus Tugas KLA.

(3) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan
pertimbangan perubahan RAD KLA.



b. mendorong penyediaan media dan materi komunikasi, informasi dan
edukasi terkit hak Anak atas kesehatan di Puskesmas;

c. memberikan tanggung jawab kepada pengelola Puskemas untuk
menyediakan dan melaporkan data Anak yang memperoleh kesehatan
Anak di Puskesmas.

d. mewajibkan setiap pengelola Puskesmas secara bertahap dan sesuai
dengan kemampuan keuangan Daerah menyediakan:

1. ruang pelayanan dan konseling bagi Anak;

2. ruang tunggu/bermain bagi Anak yang berjarak aman dari ruang
tunggu pasien;

3. ruang ASI;

4. toilet, air bersih, pengelolaan sampah dan pembuangan limbah yang
memenuhi standar;

S. sarana dan prasarana bagi Anak Penyandang Disabilitas yang
meliputi:
a) kursi roda;
b) ram;
c) informasi audio bagi tuna netra dan informasi visual bagi tuna

rungu;

d) toilet bagi difabel,;
e) rambu atau marka; dan
f) pendamping bagi Penyandang Disabilitas;

6. tanda, gambar atau simbol dilarang merokok di Puskesmas sebagai
kawasan tanpa rokok;

7. kotak saran; dan

8. perpustakaan atau pojok baca Anak.

e. memfasilitasi Tenaga Kesehatan di Puskesmas untuk membangun
mekanisme dalam menampung aspirasi atau pendapat Anak terkait
layanan kesehatan bagi Anak melalui pertemuan dengan Forum Anak
dan/atau konseling kesehatan peduli remaja.

f. melaksanakan supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan di
Puskesmas mengenai:

1. cakupan bagi Bayi sampai dengan 6 (enam) bulan yang mendapat ASI
Ekslusif;
2. pelayanan konseling kesehatan peduli remaja;
3. pelayanan tata laksana kasus kekerasan terhadap Anak; 4. pelayanan
penjangkauan kesehatan Anak di:
a) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar melalui usaha
kesehatan sekolah;
b) lembaga kesejahteraan sosial;
c) lembaga pemasyarakatan; dan
d) PAUD-HI
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) media dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. media elektronik;

b. media sosial; dan/atau

c. booklet, poster, leaflet, dan banner.

(4) Data ...



Pasal 19

Gugus Tugas KLA secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan
pembangunan Daerah bertanggung jawab dalam pengintegrasian RAD KLA ke
dalam:

a. dokumen RPJMD atau perubahan RPJMD; dan

b. Renstra PD.

Pasal 20

(1) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab menyusun RAD KLA.

(2) Penyusunan RAD KLA dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi
dengan pihak terkait yang melaksanakan pemenuhan hak Anak dan
Perlindungan Khusus Anak di Daerah.

(3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

kementerian yang berada di Daerah;

lembaga/instansi di Daerah;

Perangkat Daerah;

masyarakat;

media massa; dan/atau

. dunia usaha.

(4) RAD KLA yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

mengacu pada kebijakan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,;

b. memuat data dasar yang memuat situasi dan kondisi Anak di Daerah;

c. terintegrasi dengan Renja PD; dan
d. melibatkan partisipasi Anak.

(5) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) huruf b merupakan data:
a. terpilah menu rut jenis kelamin, umur dan kewilayahan;

b. penjabaran dari indikator KLA; dan
c. yang bersumber dari pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
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a. persiapan;

b. penyusunan;

c. uji sahih; dan

d. penetapan.
Paragraf 2
Persiapan
Pasal 21

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a
meliputi:
a. pembentukan tim penyusun RAD KLA oleh Gugus Tugas KLA;
b. penyusunan kerangka acuan kerja;
c. penentuan metode; dan

d. pemaparan ...



d. pemaparan kerangka acuan kerja dan metode.
(2) Kerangka acuan kerja dan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dan huruf ¢ merupakan panduan dalam penyusunan RAD KLA.

Paragraf 3
Penyusunan

Pasal 22

Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) hurufb

meliputi:

a. inventarisasi permasalahan pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus
Anak;

b. pengumpulan bahan dan data;
c. pengolahan bahan dan data;
d. analisis bahan dan data; dan
e. penyusunan draf RAD KLA.
Paragraf 4
Uji Sahih
Pasal 23

(1) Uji sahih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf c dilakukan
melalui pemaparan draf RAD KLA, paling rendah kepada:

kementerian yang berada di Daerah;

lembaga/instansi di Daerah;

Perangkat Daerah;

masyarakat;

media massa;

dunia usaha; dan
g. Forum Anak.

(2) Dalam hal terdapat perubahan Draf RAD KLA, Gugus Tugas bertanggung
jawab memperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal uji sahih draf RAD KLA.
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Paragraf 5
Penetapan

Pasal 24

(1) Draf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diserahkan kepada Dinas.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginisiasi pembentukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang RAD KLA.

(3) Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RAD KLA sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...



Bagian Keempat

Asistensi dan Supervisi dalam Penyelenggaraan Urusan Perlindungan Anak

dan Pemenuhan Hak Anak yang Diserahkan ke Daerah

Pasal 25

(1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA melakukan asistensi
dan supervisi penyelenggaraan urusan perlindungan Anak dan pemenuhan
hak Anak yang diserahkan ke Daerah meliputi:

a.
b.
C.
d.

€.

penelitian;
penilaian;
perbaikan;
bimbingan; dan
kerja sama.

(2) Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.
b.

509

peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak Anak;
penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak Anak;

c. penyediaan layanan bagi keluarga;
d.

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Anak;
pelembagaan pemenuhan hak Anak pada instansi pemerintahan dan
dunia usaha;

penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas hidup Anak;

pencegahan kekerasan terhadap Anak;

penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
dan

penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang
memerlukan Perlindungan Khusus.

Bagian Kelima

Fasilitasi Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah

Pasal 26

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, secara
terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi
daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
bidang perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak, meliputi:

a.
b.
C.
d.

RPJMD;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
Renstra Perangkat Daerah;dan

Renja Perangkat Daerah.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap
tahapan perencanaan pembangunan dengan mengutamakan kepentingan
terbaik bagi Anak.

(3) Tahapan ...



(3) Tahapan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Profil Kata Layak Anak

Pasal 27

(1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab
memfasilitasi penyusunan profil KLA.

(2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki materi muatan
berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang dijabarkan
berdasarkan Indikator KLA.

(3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:

a. menentukan fokus program;

b. menyusun kegiatan prioritas;

c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah terkait;

dan/atau

d. menentukan lokasi percontohan.
(4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:

a. pendahuluan;

b. struktur penduduk usia O (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun
secara terpilah;

hak sipil Anak;

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;

pendidikan Anak; dan

Perlindungan Khusus.
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Pasal 28

Tahapan penyusunan Profil KLA meliputi:
inventarisasi data dan bahan;
pengolahan data dan bahan;

analisis;

penyusunan;

uji sahih;

penyempurnaan; dan
penyebarluasan.
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BAB III
KETERLIBATAN LEMBAGA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN MEDIA
MASSA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLIN DUNGAN
KHUSUS ANAK

Bagian ...



Bagian Kesatu
Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Peran Jaringan Media Peduli Anak

Pasal 29

(1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab
memfasilitasi pembentukan dan peningkatan peran jaringan media peduli
Anak a tau dengan sebutan lainnya.

(2) Tahapan fasilitasi pembentukan jaringan media peduli Anak meliputi:

a. inventarisasi dan identifikasi media di Daerah;
b. melaksanakan pertemuan penyamaan persepsi;
c. membangun kesepakatan bersama; dan

d. penyusunan rencana kerja bersama.

(3) Jenis fasilitasi peningkatan peran jaringan media peduli Anak meliputi:

a. edukasi;

b. pendampingan;
c. advokasi; dan
d. supervisi.

Bagian Kedua
Fasilitasi Penguatan Pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

Pasal 30

(1) Fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan hak Anak dilakukan
kepada:
a. organisasi keagamaan;
b. akademisi dan lembaga riset;
c. forum lembaga profesi; dan
d. lembaga media massa.

(2) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) berlaku secara
mutatis dan mutandis untuk fasilitasi penguatan pelembagaan
pengarusutamaan hak Anak.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pembentukan Asosiasi Perusahaan Saha bat Anak Indonesia di
Daerah

Pasal 31

(1) Perangkat Derah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan APSAI di
Daerah.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:

inventarisasi pelaku usaha di Daerah ;

melaksanakan pertemuan penyamaan persepsi;

membangun kesepakatan bersama; dan

mendorong terbentuknya APSAI di Daerah oleh pelaku usaha.
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BAB ...



BAB IV
KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Bagian Kesatu
Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak

Paragraf 1
Pelayanan Akta Kelahiran

Pasal 32

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kependudukan dan catatan sipil bertanggung jawab memfasilitasi penerbitan
akta kelahiran.

(2) Fasilitasi penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terintegrasi dengan:

a.
b.
C.

d.

€.

pemerintah Kelurahan;

pemerintah Kecamatan;

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan,;

Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(3) Fasilitasi penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a.

dalam ha! orang tua/wali belum memiliki kartu keluarga, Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi pembuatan
kartu keluarga;

. dalam hal orang tua/wali berasal dari luar daerah dan tidak memiliki

dokumen kependudukan di daerah, Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat memfasilitasi pengurusan mutasi
penduduk;dan

membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak bagi Anak yang lahir
di luar perkawinan yang sah.

Pasal 33

Pemerintah Kelurahan berperan dalam pelayanan akta kelahiran yaitu
dengan cara:

a.
b.
c.

pengumpulan data Anak yang belum memiliki akta kelahiran;

fasilitasi pembuatan surat keterangan kelahiran;

melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil; dan d.
memfasilitasi pengurusan akta kelahiran.

Pasal 34 ...



Pasal 34

Pemerintah Kecamatan berperan dalam pelayanan akta kelahiran yaitu dengan

cara:

a. pengumpulan data Anak yang belum memiliki akta kelahiran pada tiap
Kelurahan dalam wilayah Kecamatan,;

b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil dalam rangka
pendekatan dan peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
dan

c. memfasilitasi pengurusan akta kelahiran.

Pasal 35

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pendidikan berperan dalam pelayanan akta kelahiran yaitu dengan cara:

a. melakukan pendataan bagi calon peserta didik dan/atau peserta didik yang
tidak memiliki akta kelahiran;

b. menyampaikan data calon peserta didik dan/atau peserta didik yang tidak
memiliki akta kelahiran ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan
kependudukan dan pencatatan sipil; dan

c. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelayanan akta
kelahiran bagi calon peserta didik dan/atau peserta didik sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

Pasal 36

(1) Peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku secara mutatis
mutandis pada peran Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar
dalam pelayanan akta kelahiran.

(2) Tiap Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang melaksanakan
pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab menyampaikan pelaporan kepada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 37

Fasilitas Pelayanan Kesehatan berperan dalam pelayanan akta kelahiran yaitu

dengan cara:

a. menerbitkan surat keterangan kelahiran; dan

b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil.

Paragraf 2
Pelayanan Kartu ldentitas Anak

Pasal 38 ...



Pasal 38

Kecuali ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 huruf
b, ketentuan mengenai pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis untuk
pelayanan kartu identitas Anak.

Bagian Kedua
Informasi Layak Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyediaan ILA.

(2) ILA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi yang:

a. bebas peianggaran hak Anak dan tidak mengandung unsur kekerasan,
ancaman, pornografi dan perjudian yang mudah ditiru Anak;

b. tidak mengandung unsur antisosial, provokatif dan mistik yang dapat
mempengaruhi tumbuh kembang Anak;

c. dapat meningkatkan kemampuan Anak untuk membedakan mana yang
baik dan mana yang tidak baik;

d. dapat mengembangkan kreatifitas dan potensi sesuai dengan tingkat usia
dan kematangan Anak;

e. mengandung nilai budaya, budi pekerti dan kearifan lokal;

f. mudah diakses dan dipahami oleh Anak sesuai dengan tingkat usia dan
kematangan,;

g. akurat berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

h. disampaikan dengan bahasa yang sederhana, sopan, santun dan
beretika.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengembangan pusat informasi sahabat Anak;
b. penyediaan unit layanan perpustakaan keliling; dan
c. penyediaan pojok baca.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara
terkoordinasi antara Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang:

a. komunikasi dan informatika;
b. pendidikan;

c. perpustakaan; dan/atau

d. kearsipan.

Paragraf 2
Pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak

Pasal 40 ...



Pasal 40

(1) Pengembangan pusat informasi sahabat Anak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan melibatkan:
a. dunia usaha;
b. media massa;
c. masyarakat; dan
d. Forum Anak.
(2) Pusat informasi sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
secara terintegrasi pada layanan:
a. perpustakaan;
b. pojok baca; dan/atau
c. ruang ramah Anak.
(3) Pengembangan pusat informasi sahabat Anak dilaksanakan sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3
Penyediaan Unit Layanan Perpustakaan Keliling

Pasal 41

(1) Unit layanan perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan tujuan:
a. memperluas pelayanan jasa perpustakaan ke tempat yang tidak
terjangkau perpustakaan Daerah dan/atau tempat strategis;
b. melayani kebutuhan Anak terhadap bahan bacaan dan informasi; dan
c. menumbuhkan minat dan budaya membaca bagi Anak.
(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendukung tersedianya layanan
perpustakaan keliling dengan cara:
a. penyediaan mobil perpustakaan;
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pustaka;
c. menyusunan dan penetapan regulasi mengenai penyelenggaraan
perpustakaan; dan/atau
d. penyediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4
Penyediaan Pojok Baca

Pasal 42

(1) Penyediaan pojok baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf
c dilaksanakan di:
a. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan/atau
b. fasilitas umum di Daerah.
(2) Penyediaan pojok baca dapat melibatkan partisipasi Anak dalam hal:
a. penyediaan koleksi buku dan/atau bahan bacaan melalui sumbangan;

b. meminta ...



b. meminta pendapat Anak baik langsung maupun tidak langsung dalam
memberikan masukan terhadap lokasi dan jenis bacaan yang akan
menjadi koleksi.

Bagian Ketiga
Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Forum Anak

Pasal 43

(1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab
memfasilitasi pembentukan Forum Anak.

(2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Forum Anak
tingkat:
a. Kota.
b. Kecamatan; dan
c. Kelurahan.

(3) Forum Anak tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(4) Forum Anak tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(5) Forum Anak tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

(6) Penyelenggaraan Forum Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Gugus tugas sesuai tingkatannya bertanggung jawab memfasilitasi
penguatan kapasitas Forum Anak secara berjenjang.
(2) tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
pengembangan sumber daya manusia;
pemberdayaan,;
mendorong penyediaan sarana dan prasarana;
mendorong Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor:
1. pencegahan perkawinan Anak;
2. tertib, aman dan selamat di Jalan;
3. gizi;
4. sanitasi; dan
5. pemahaman bahaya merokok; dan
e. melaksanakan konferensi Daerah.
(3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a diselenggarakan melalui metode:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. bimbingan teknis;
c. advokasi; dan/atau
d. sosialisasi.
(4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi
a. meningkatkan peran Forum Anak dalam perencanaan pembangunan
Daerah; dan
b. meningkatkan peran Forum Anak dalam pengambilan keputusan terkait
dengan pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
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BAB V
KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Bagian Kesatu
Pencegahan Perkawinan Anak

Paragraf 1
Peran Perangkat Daerah

Pasal 45

Pencegahan perkawinan Anak merupakan tanggung jawab:

a. Dinas;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c. orang tua/wali

d. keluarga; dan

e. masyarakat.

Pasal 46

Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan
huruf b yaitu memfasilitasi pelatihan pencegahan perkawinan Anak.

Pasal 47

Peran orang tua/wali/ dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
huruf ¢ dan huruf d yaitu memberikan:

pendidikan karakter;

pendidikan keagamaan;

penanaman nilai budi pekerti dan budaya; dan

pendidikan kesehatan reproduksi.
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Pasal 48

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e meliputi:

a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan
peraturan perundang-undang tentang Anak;

b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya
pencegahan perkawinan pada usia Anak;

c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan
pada usia Anak;

d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang
menikah pada usia Anak.

Paragraf ...



Paragraf 2
Pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 49

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan secara
terintegrasi dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang:

a. keagamaan;

b. kesehatan; dan

c. pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
(2) Pelatihan dilakukan kepada:

a. Forum Anak;

b. orang tua/wali;

c. keluarga; dan

d. masyarakat.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
berkelanjutan, paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Materi pelatihan paling rendah meliputi:

a. pendidikan kesehatan reproduksi;
b. pendidikan seks pra nikah;

c. pendidikan parenting; dan/atau
d. bahaya perkawinan usia Anak.

Bagian Kedua
Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak
bagi Orang tua/wali/Keluarga

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas
lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang
tua/wali/keluarga di Daerah.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembentukan:

a. pusat pembelajaran keluarga;
b. LK3; dan
c. PPKS.

Paragraf 2
Fasilitasi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga

Pasal 51

(1) Pusat pembelajaran keluarga ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Dinas.....



(2) Dinas bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan pusat pembelajaran
keluarga.
(3) Fasilitasi pembentukan pusat pembelajaran keluarga melalui tahapan:
a. koordinasi;
b. perencanaan; dan
c. pembentukan.

Pasal 52

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a
dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan arahan terhadap tata cara
pembentukan dan/atau penyelenggaraan pusat pembelajaran keluarga di
Daerah

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas
dengan:

a. Dinas di Provinsi;

b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang organisasi.

Pasal 53

(1) Dinas  secara  terkoordinasi dengan  Perangkat Daerah  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan
pembangunan Daerah bertanggung jawab dalam menyusun dokumen
perencanaan.

(2) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
mengintegrasikan pembentukan pusat pembelajaran keluarga ke dalam
dokumen perencanaan Daerah.

(3) Dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat:

a. penganggaran;
b. sumber daya manusia; dan
c. sarana dan prasarana.

Pasal 54

Ketentuan mengenai pembentukan dan penyelenggaraan pusat pembelajaran
keluarga dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3
Fasilitasi Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Pasal 55

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan LK3.

(2) LK3 ...



(2) LK3 dibentuk dengan Keputusan Wali Kata.
(3) Sasaran LK3 meliputi:
a. keluarga yang memiliki masalah psikososial;
b. keluarga yang berpotensi mengalami masalah psikososial; dan
c. keluarga pada umumnya.
(4) Pembentukan LK3 berpedoman pada ketentuan peraturan
perundangundangan.

Paragraf 4
Fasilitasi Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Pasal 56

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana bertanggung jawab dalam
pembentukan PPKS;

(2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat
Kecamatan.

(3) PPKS dibentuk dengan:

a. Keputusan Wali Kata dalam hal dibentuk di tingkat Kata; dan
b. Keputusan Camat dalam ha! dibentuk di tingkat Kecamatan.

(4) Pembentukan PPKS berpedoman pada ketentuan peraturan

perundangundangan.

Bagian Ketiga
Penguatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

Pasal 57

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan bertanggung jawab melaksanakan penguatan PAUD-HI di tiap
Satuan PAUD di Daerah.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
terkoordinasi antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang:

a. kesehatan;

b. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

c. sosial;

d. kependudukan dan pencatatan sipil; dan

e. pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(3) Penguatan PAUD-HI meliputi:

a. koordinasi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam menerapkan PAUD-HI pada tiap Satuan PAUD mulai dari tingkat
Kelurahan;

b. melaksanakan  sosialisasi dan  bimbingan  teknis mengenai
penyelenggaraan PAUD-HI di Satuan PAUD; dan

c. peningkatan kompetensi pendidik di Satuan PAUD terhadap
penyelenggaraan PAUD-HI.

Pasal 58.....



Pasal 58

(1) Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab dalam pembentukan Satuan
PAUD yang menyelenggarakan memprakasai PAUD-HI di wilayahnya.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan kemampuan keuangan Kelurahan.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan Satuan PAUD dan penyelenggaraan
PAUD-HI dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik

Paragraf 1
Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Ramah Anak

Pasal 59

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang secara terkoordinasi dengan gugus
tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi penyediaan infrastruktur ramah
Anak.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi:

a. pemodelan ruang bermain ramah Anak;

b. pembentukan ruang bermain ramah Anak;

c. kampanye tertib aman dan selamat di jalan; dan
d. penyediaan infrastruktur ramah Anak.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:

a. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar;

b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

c. ruang publik; dan

d. Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik.

(4) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada:
a. instansi vertikal; dan/atau
b. instansi swasta.

Paragraf 2
Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah dan Zona Selamat Sekolah

Pasal 60
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan RASS dan
ZoSS.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

perhubungan.....



perhubungan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan
membangun fasilitas Perlengkapan Jalan.
(4) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. rambu lalu lintas;
b. marka jalan;
c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
d. fasilitas pejalan kaki; dan
e. jalur khusus sepeda.
(5) Selain Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat
dilengkapi dengan:
a. halte;
b. fasilitas parkir untuk sepeda;
c. ruang henti pesepeda;
d. alat penerangan jalan; dan/atau
e. fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas.
(6) Pembangunan RASS dan ZoSS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 61

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan bertanggung jawab mewujudkan persalinan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. meningkatkan program perencanaan persalinan dan pecegahan
komplikasi;

b. mengembangkan program rumah tunggu kelahiran;

c. menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan
perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan saat
persalinan;

d. melakukan pelatihan Tenaga Kesehatan dan penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan;

e. memastikan adanya kunjungan neonatal pertama bagi bayi setelah lahir
oleh Tenaga Kesehatan.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melibatkan peran
serta masyarakat.

Bagian Kedua
Peningkatan Status Gizi Anak

Pasal 62.....



Pasal 62

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan status gizi Anak.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.

(3) Status gizi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Anak yang
sesuai dengan penilaian status gizi Anak termasuk dalam kategori:

gizi buruk;

gizi kurang;

tinggi badan sangat pendek;

tinggi badan pendek;

berat badan sangat kurus; dan/atau

berat badan kurus.

(4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
upaya perbaikan gizi Anak.
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Pasal 63

(1) Upaya perbaikan gizi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4)
meliputi:
a. peningkatan pemahaman dan pendidikan gizi Anak kepada orang

tua/wali dan keluarga;

b. pengawasan terhadap jajanan Anak;
c. pemberian makanan tambahan bagi Anak; dan/atau
d. penyediaan kantin sehat.

(2) Upaya perbaikan gizi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang:

pendidikan;

sosial;

pemberdayaan masyarakat dan Desa;

pengendalian penduduk dan keluarga berencana,;

perencanaan pembangunan daerah;

pertanian; dan/atau

ketahanan pangan.

@m0 Qoo

Bagian Ketiga
Pemberian Makan pada Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 (Dua) Tahun

Paragraf 1
Umum

Pasal 64
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

kesehatan bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan pemberian
makan pada Bayi dan Anak di bawah 2 (dua) tahun.

(2) Tanggung......



(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun; dan
b. fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak.

Paragraf 2
Peningkatan Gizi Anak di Bawah Usia 2 (Dua) Tahun

Pasal 65

(1) Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (2 ) huruf a dilaksanakan dengan upaya meliputi:
a. sosialisasi dan penyuluhan ASI Eksklusif dan inisiasi menyusui dini bagi

kader posyandu atau ibu hamil;

b. penyediaan dan pelatihan konselor ASI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
c. fasilitasi pembentukan kelompok pendukung ASI; dan/atau
d. fasilitasi pembentukan Bank ASL

(2) Upaya peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat
dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 3
Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak

Pasal 66

Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 64 ayat (2 ) huruf b dilakukan melalui upaya:

a. mendorong kebijakan penyediaan ruang ASI/laktasi di tiap instansi atau
Perangkat Daerah atau ruang pelayanan publik; dan

b. melaksanakan program dan kegiatan pemberian makanan pendamping ASI
pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun terutama yang memiliki
status gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3).

Bagian Keempat
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 67

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dengan pelayanan ramah Anak.

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mewujudkan:

a. akreditasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. peningkatan pelayanan kesehatan bagi Anak; dan

Pelayanan...



c. pelayanan ramah Anak di Puskesmas.

Paragraf 2
Akreditasi Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 68

(1) Akreditasi pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (2) hurufa dilaksanakan dengan cara mewujudkan:
a. paling sedikit terdapat 1 (satu) Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi di
tiap Kecamatan; dan
b. rumah sakit yang tersertifikasi akreditasi Nasional di Daerah.
(2) Dalam rangka mewujudkan Puskesmas dan Rumah Sakit yang terakreditasi,
dilakukan upaya:
a. melakukan pendampingan terhadap tiap Puskesmas atau Rumah Sakit;
b. membentuk tim akreditasi di Puskesmas atau tim Rumah Sakit;
c. melakukan pelatihan terhadap tim akreditasi di Puskesmas a tau Rumah
Sakit; dan
d. menyusun rencana aksi dalam rangka persiapan akreditasi.

Paragraf 3
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Pasal 69

(1) Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi anak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah:
a. Anak usia O (nol) sampai 11 (sebelas) bulan yang mendapat imunisasi
dasar lengkap;dan
b. Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta
didik kelas 7 (tujuh) dan 10 (sepuluh).
(2) Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan Anak, dapat
dilakukan upaya:
a. sosialisasi terhadap masyarakat khususnya ibu hamil,
b. kerja sama dan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi
urusan pendidikan; dan/atau
c. melibatkan peran serta masyarakat melalui kader Posyandu.

Paragraf 4
Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas

Pasal 70
(1) Pelayanan ramah Anak di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:

a. memfasilitasi pelatihan bagi paling sedikit 2 (dua) orang pengelola
Puskesmas dan/atau Tenaga Kesehatan mengenai konvensi Hak Anak;

b. mendorong ...



(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu data secara terpilah
berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Anak.
(5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
terkoordinasi dengan:
a. Dinas;
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan;
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sosial;
d. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan/atau
e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum.

Pasal 71

Ketentuan mengenai pelayanan ramah Anak di Puskesmas dilaksanakan sesuai
dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak

Paragraf 1
Umum

Pasal 72

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan rumah tangga
dengan akses air minum dan sanitasi yang layak.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:

fasilitasi peningkatan kualitas air minum;

promosi kesehatan;

fasilitasi penyediaan sarana air minum;

peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi

penguatan peran Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan

pelapor sanitasi.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c¢ dan huruf d
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

(5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh
Dinas.
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Paragraf 2
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Air Minum

Pasal 73.....



Pasal 73

Fasilitasi peningkatan kualitas air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

72 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

a. melakukan pengawasan terhadap sarana air minum di Daerah;

b. meningkatkan jumlah tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan
khususnya pada kualitas air minum; dan

c. mewujudkan tatanan kawasan sehat pada lingkup Kelurahan hingga
Kecamatan.

Paragraf 3
Promosi Kesehatan

Pasal 74

(1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b
dilaksanakan dengan cara mendorong adanya kebijakan perilaku hidup
bersih dan sehat di Kelurahan dan/atau Kecamatan.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. edukasi melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat
mengenai arti penting kesehatan lingkungan;

b. pemberdayaan masyarakat dalam memperbaiki pola dan gaya hidup
bersih dan sehat; dan/atau

c. adanya penghargaan atas terciptanya hidup bersih dan sehat.

Paragraf 4
Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Minum

Pasal 75

(1) Fasilitasi penyediaan sarana air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
72 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan air minum berbasis
masyarakat.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara
meningkatkan jumlah sambungan rumah yang terlayani air minum di
Daerah, termasuk di kawasan khusus dan kawasan nelayan.

Paragraf 5
Peningkatan Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi

Pasal 76
Fasilitasi dimaksud Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi
sebagaimana dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui penyediaan
sarana dan prasarana sanitasi berbasis masyarakatyang ramah Anak.
Bagian Keenam

Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok dan Larangan Iklan, Promosi dan
Sponsor Rokok

Pasal 77 ...



Pasal 77

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan secara terkoordinasi dengan bagian hukum sekretariat Daerah
bertanggung jawab dalam mewujudkan ketersediaan kawasan tanpa rokok
dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pembentukan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok; dan
b. sosialisasi terhadap bahaya rokok.

(3) Pembentukan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan
kepada:

a. Perangkat Daerah;
b. masyarakat; dan
c. Forum Anak.

BAB VII
KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN
BUDAYA

Bagian Kesatu
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan PAUD,
Pendidikan Dasar dan pendidikan non formal.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:

a. peningkatan partisipasi Anak atas hak pendidikan; dan
b. perluasan dan pemerataan akses pendidikan.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan secara terkoordinasi dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama di Daerah.

Paragraf 2
Peningkatan Partisipasi Anak Atas Hak Pendidikan

Pasal 79 ...



Pasal 79

Peningkatan partisipasi Anak atas hak pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

a.

meningkatkan jumlah angka partisipasi kasar pada PAUD, Satuan
Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar termasuk pendidikan pendidikan
non formal dan pendidikan inklusif, paket Adan paket B;

memperbanyak ruang kelas rarnah Anak; dan

rneningkatkan jurnlah siswa ramah Anak yang rnenerima bantuan biaya
operasional pendidikan.

Paragraf 3
Perluasan dan Pernerataan Akses Pendidikan

Pasal 80

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat (2) hurufb dilaksanakan dengan cara:

a.

b.

memberikan revitalisasi kelernbagaan terhadap satuan pendidikan sanggar
kegiatan belajar;

meningkatkan jumlah satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar yang
mernperoleh bantuan sarana pembelajaran;

c. pengingkatan kompetensi kuantitas tenaga pendidik ramah Anak; dan
d.

pemenuhan sarana prasarana pendidikan ramah Anak.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 81

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembentukan dan

pengernbangan SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Dinas secara terkoordinasi dan kerja sama dengan:

a. Gugus Tugas KLA;

b. kernenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Agama;

c. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan/atau

d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan.

(3) Dinas dalam rangka pembentukan dan pengernbangan SRA bertanggung

jawab untuk:
a. melaksanakan sosialisasi pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;

memfasilitasi......



b. memfasilitasi penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan

SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar;

memfasilitasi pembentukan tim pelaksana SRA;

melaksanakan fasilitasi, pendampingan dan bimbingan kepada Satuan

Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dalam tahapan pembentukan

dan pengembangan SRA; dan

e. melakukan pemantauan, evaluasi perkembangan pengembangan SRA.
dan pelaporan terhadap

o o

Pasal 82

(1) Pembentukan dan pengembangan SRA dilaksanakan dengan ketentuan:

a. secara bertahap sesuai dengan kemampuan Satuan Pendidikan pada
jenjang Pendidikan Dasar;

b. mengintegrasikan program dan kegiatan yang telah ada terkait
pemenuhan hak dan perlindungan Anak ke dalam rencana kegiatan dan
anggaran sekolah.

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara
lain:

usaha kesehatan sekolah;

pangan jajanan anak sekolah;

sekolah adiwiyata;

sekolah inklusi;

sekolah/madrasah aman bencana;

sekolah hebat;

kantin kejujuran;

madrasah insan cendekia; dan/atau

pesantren ramah anak.
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Pasal 83

Pembentukan dan pengembangan SRA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sosialisasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Pasal 84

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a
dilaksanakan di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
a. meningkatkan pemahaman tentang hak Anak; dan
b. meningkatkan komitmen untuk pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
(3) Materi sosialisasi meliputi:

a. konvensi ...



konvensi hak Anak;

kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan Anak;
kebijakan KLA; dan/atau

kebijakan SRA.
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Paragraf 3
Penandatanganan Komitmen Bersama

Pasal 85

(1) Penandatanganan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3)
huruf b dilaksanakan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan SRA di
Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.

(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
unsur:

kepala sekolah;

wakil guru;

wakil organisasi siswa;

wakil peserta didik; dan
e. wakil dari komite sekolah.

(3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan.

(4) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang telah melaksanakan
penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai SRA.

a0 o

Paragraf 4
Pembentukan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak

Pasal 86

(1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c terdiri
dari:
a. tim SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan
b. tim SRA gabungan.

(2) Susunan keanggotan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:

pembina;

penanggung jawab;

ketua pelaksana;

ketua bidang, yang terdiri dari:

bidang pengawasan pelaksanaan kurikulum yang ramah Anak;

bidang pengawasan kesehatan dan lingkungan;

bidang koordinasi dan sosialisasi; dan

bidang monitoring dan evaluasi;

a0 o
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e. anggota.

(3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh:

a. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pendidikan untuk tim SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang
Pendidikan Dasar; dan

b. Wali Kota untuk tim SRA gabungan.

(4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh
kepala sekolah.
(5) Ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh:

a. wakil kepala sekolah untuk tim SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang
Pendidikan Dasar; dan

b. ketua Gugus Tugas KLA untuk tim SRA gabungan.

Pasal 87

(1) Tim SRA di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat
(1) huruf a terdiri dari unsur:

kepala sekolah;

wakil guru;

wakil organisasi siswa;

wakil peserta didik; dan
e. wakil dari komite sekolah.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pendidikan.

.o op

Pasal 88

(1) Tim SRA gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b
terdiri dari unsur:
a. tim SRA di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (1) huruf a; dan
b. sub gugus tugas laster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan
kegiatan budaya pada Gugus Tugas KLA.
(2) tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Wali
Kota.

Pasal 89

Tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) meliputi:
mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA;

sosialisasi mengenai pentingnya SRA;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan SRA;

melakukan identifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman dalam
pengembangan SRA; dan

membuat laporan terhadap perkembangan SRA kepada Wali Kota melalui
Gugus Tugas KLA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

pao o
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Bagian Ketiga
Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang
Ramah Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 90

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan Ketersediaan
fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatifyang ramah Anak.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:

a. fasilitasi pemuda kader; dan
b. fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan
rekreasi Anak.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemuda dan olahraga.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh
Dinas.

Paragraf 2
Fasilitasi Pemuda Kader

Pasal 91

Fasilitasi pemuda kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a
dilaksanakan dengan memfasilitasi pemuda dalam peningkatan keterampilan
kreatifitas seni, budaya dan ekonomi kreatif.

Paragraf 3
Fasilitasi Penyediaan Fasilitas dan Kegiatan Budaya, Kreatifitas dan Rekreasi
Anak

Pasal 92

Fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dilaksanakan

dengan cara:

a. melakukan advokasi pembentukan dan pengembangan pusat kreativitas
Anak di tiap Kelurahan atau Kecamatan; dan

b. mendorong terselenggaranya festival kegiatan budaya, kreatifitas, dan/atau
rekreatif yang ramah Anak.

BAB..



BAB VIII
KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 93

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pencegahan dan
penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi.
(2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:
a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan
eksploitasi;
b. pelatihan pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan; dan
c. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Dinas  secara  terkoordinasi dengan  Perangkat Daerah  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
a. sosial; dan/atau
b. pariwisata.

Paragraf 2
Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan
Eksplotasi

Pasal 94

Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan

penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a

dilaksanakan dengan cara:

a. mendorong upaya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tiap
Kelurahan;

b. menginisiasi standar layanan bagi tiap lembaga lembaga layanan korban
kekerasan dan penelantaran; dan

c. melibatkan peran tokoh adat dan tokoh agama dalam sosialisasi pencegahan
kekerasan terhadap Anak.

Paragraf 3
Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Anak Korban Kekerasan

Pasal 95

Pelatihan pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) hurufb dilaksanakan dengan cara:

a. meningkatkan..



a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Forum Anak sebagai pelopor
dan pelapor dalam mencegah kekerasan terhadap Anak; dan

b. melaksanakan penguatan kapasitas bagi petugas di lembaga layanan korban
kekerasan dan eksploitasi.

Paragraf 4
Sosialisasi Pembebasan Anak dari Eksploitasi Seksual di Destinasi Wisata

Pasal 96

Sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan
materi tentang:

bahaya kekerasan seksual;

sadar wisata dan sapta pesona di destinasi wisata,;

peraturan perundang-undangan terkait eksploitasi seksual; dan
peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum dalam pemberantasan
eksploitasi seksual Anak.
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Bagian Kedua
Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk Pekerjaan Terburuk
untuk Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 97

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan Anak yang
dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:
a. melakukan pencegahan dan penanganan pekerja Anak;
b. melakukan pengintegrasian isu pekerja Anak; dan
c. melakukan pembinaan dan penindakan terhadap orang atau badan
usaha yang mempekerjakan Anak.
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan.

Paragraf 2
Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak

Pasal 98

Pencegahan dan penanganan pekerja Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
97 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

a. melaksanakan.



a. melaksanakan tindakan menarik pekerja Anak dari bentuk pekerjaan
terburuk untuk Anak; dan

b. meningkatnya jumlah badan usaha atau industri yang menerapkan norma
perlindungan pekerja Anak.

Paragraf 3
Pengintegrasian Isu Pekerja Anak

Pasal 99

Pengintegrasian isu pekerja Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat
(2) huruf b dilaksanakan dengan mengintegrasikan isu pekerja Anak ke dalam
indikator kinerja utama Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Pembinaan Dan Penindakan Terhadap Orang Atau Badan Usaha yang
Mempekerjakan Anak

Pasal 100

Pembinaan dan penindakan terhadap orang atau badan wusaha yang
mempekerjakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c
dilaksanakan dengan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi badan wusaha atau industri yang masih
mempekerjakan pekerja Anak.

Bagian Ketiga
Pencegahan dan Pelayanan bagi Anak Karban Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Berbahaya Lainnya, Pornografi, dan Terinfeksi
Human Immunodeficiency Virus /Acquired Immuno Deficiency Syndrome

Paragraf 1
Umum

Pasal 101

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pencegahan dan
pelayanan bagi Anak korban Penyalahgunaan NAPZA, pornografi, dan
terinfeksi HIV/ AIDS.

(2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara memfasilitasi:

a. pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA;
b. pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban pornografi;

c. pencegahan dan pelayanan bagi Anak kasus HIV/ AIDS; dan

d. pengembangan KATAN.

(3) Tanggung ...



(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara

terkoordinasi antara:

Gugus Tugas KLA;

Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di Daerah;
Dinas; dan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang:

1. sosial; dan

2. Kesehatan.
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Paragraf 2
Fasilitasi Pencegahan Dan Pelayanan Bagi
Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
Berbahaya Lainnya

Pasal 102

Fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan

cara:

a. sosialisasi;

b. pemberdayaan;

c. pelatihan;

d. menjamin Anak penyalahgunaan NAPZA mendapatkan rehabilitasi sosial di
luar panti sesuai standar pelayanan;

e. memastikan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba mendapat
rehabilitasi di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dan lembaga
rehabilitasi Pemerintah; dan

f. menjamin penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapat

layanan pasca rehabilitasi di Daerah.

Paragraf 3
Fasilitasi Pencegahan dan Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi

Pasal 103

Fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi anak korban pornografi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

a.

b.

melakukan pelatihan parenting di era digital kepada masyarakat dalam
rangka pencegahan pornografi;

melakukan pelatihan terhadap guru, murid, dan orang tua/wali untuk
mendapatkan informasi tentang cerdas berinternet; dan

pencanangan Kecamatan dan/atau Kelurahan bebas pornografi.

Paragraf ...



Paragraf 4
Pencegahan Dan Pelayanan Anak Kasus Human Immunodeficiency
Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome

Pasal 104

Fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi Anak kasus HIV/ AIDS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a. sosialisasi;

b. pemberdayaan;

c. pelatihan;

d. menyediakan obat ARV pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan

e. pelayanan konseling bagi Anak kasus HIV/ AIDS.

Paragraf 5
Fasilitasi Pengembangan Kota Tanggap Ancaman Narkoba

Pasal 105

(1) Fasilitasi pengembangan KATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101
ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara mendorong dan mendukung
kebijakan KATAN di Daerah

(2) Kebijakan KATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelayanan bagi Anak Karban Bencana dan Konflik

Paragraf 1
Umum

Pasal 106

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan bagi
Anak korban bencana dan konflik.

(2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:

a. melakukan upaya penanganan Anak korban bencana;

b. memfasilitasi Kelurahan tangguh bencana atau sebutan Jainnya;
c. memberikan asistensi sosial bagi Anak korban bencana; dan

d. memfasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang sosial.

(5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan
oleh Dinas.

Paragraf ...



Paragraf 2
Penanganan Anak Karban Bencana

Pasal 107

Penanganan Anak korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mendorong kebijakan untuk
melaksanakan program dan kegiatan penampungan Anak korban bencana
terutama Penyandang Disabilitas yang diberikan pelayanan psikososial.

Paragraf 3
Fasilitasi Kelurahan Tangguh Bencana atau Sebutan Lainnya

Pasal 108

Fasilitasi Kelurahan tangguh bencana atau sebutan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

a. mendorong pencanangan Kelurahan tangguh bencana atau sebutan lainnya
di Daerah; dan

b. memfasilitasi Anak korban konflik yang sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan terbaik bagi Anak.

Paragraf 4
Pemberian Asistensi Sosial Bagi Anak Karban Bencana

Pasal 109

Pemberian asistensi sosial bagi Anak korban bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara menjamin hak Anak
korban bencana atas:

a. pemenuhan kebutuhan dasar; dan

b. layanan psikososial.

Paragraf 5
Fasilitasi Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 110

Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 106 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara:

a. melaksanakan pelatihan bagi sumber daya manusia atau relawan terlatih
mitigasi/antisipasi situasi bencana bagi Anak;

b. memfasilitasi forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak
dalam bencana dan konflik sosial; dan

c. melaksanakan pelatihan dan training on trainer terhadap pelaksanaan
perlindungan Anak dalam bencana dan konflik.

Bagian Kelima
Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas Dan

Terisolasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 111..



Pasal 111

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan bagi
Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:

a. memberikan perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, kelompok
minoritas dan terisolasi;

b. memfasilitasi jaminan sosial untuk Anak Penyandang Disabilitas,
kelompok minoritas dan terisolasi; dan

c. menyediakan sarana dan prasarana untuk Anak Penyandang Disabilitas,
kelompok minoritas dan terisolasi.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan
oleh Dinas.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sosial.

(5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Paragraf 2
Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan
Terisolasi

Pasal 112

Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan
cara:

a. melakukan advokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak
Penyandang Disabilitas, kelompok minorias dan terisolasi;

b. memfasilitasi forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas
dan terisolasi;

c. mengadvokasi tiap Kecamatan, Kelurahan tentang pelaksanaan kebijakan
perlindungan Anak kelompok minoritas dan terisolasi;

d. mendorong media komunikasi, informasi dan edukasi melalui media publik
tentang perlindungan Anak terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas,
minoritas dan terisolasi; dan

e. memfasilitasi Kecamatan dan Kelurahan untuk pendampingan bagi Anak
Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.

Paragraf 3
Jaminan Sosial untuk Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan
Terisolasi

Pasal 113
Jaminan sosial untuk Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan
terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b dilaksanakan

dengan cara memberikan pemenuhan kebutuhan dasar Anak Penyandang
Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.

Paragraf ...



Paragraf 4
Sarana dan Prasarana untuk Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok
Minoritas dan Terisolasi

Pasal 114

Sarana dan prasarana untuk Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas
dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c
dilaksanakan mendorong pencantuman aksesibilitas sebagai salah satu syarat
dalam persetujuan mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 115

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan bagi
Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara memfasilitasi perlindungan Anak Perilaku Sosial Menyimpang.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang:

a. sosial; dan/atau
b. komunikasi dan informatika.

Pasal 116

Fasilitasi perlindungan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:

a. melakukan advokasi ten tang perlindungan Anak Perilaku Sosial
Menyimpang di tiap Kecamatan dan Kelurahan; dan

b. meningkatkan peran media komunikasi, informasi dan edukasi melalui
media publik tentang perlindungan bagi Anak Perilaku Sosial Menyimpang.

Bagian Kedelapan
Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasalll?

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan penanganan bagi
ABH sesuai dengan kewenangan yang  diberikan  peraturan
perundangundangan.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
sosial secara terkoordinasi dengan:

a. Dinas;

b. lembaga kepolisian Republik Indonesia di Daerah; dan

c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
hukum.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:

a. penyamaan presepsi dan pengintegrasian layanan penanganan ABH di
Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;
b. mendorong ...



b. mendorong terwujudnya penanganan ABH sesuai dengan standar
pelayanan minimal; dan
c. peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 118

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan dana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan KLA.

(2) Penyelenggaraan KLA dapat dibiayai dari sumber pendapatan lain yang sah
dan tidak mengikat.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 119

(1) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan sebagai proses pembinaan
dan pengawasan Penyelenggaraan KLA.

(2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Wali Kata melalui:
a. Gugus Tugas KLA; dan
b. Dinas.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas
KLA dan/atau Dinas kepada Wali Kata.

Pasal 120

(1) Pemantauan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119
ayat (2) dilakukan melalui:

a. pengumpulan data dan informasi;
b. kunjungan lapangan; dan/atau
c. rapat kerja.

(2) Evaluasi Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat
(2) dilakukan terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) merupakan
penyampaian hasil evaluasi atas pemantauan Penyelenggaraan KLA.

(4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyelenggaraan KLA dilakukan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 121

Ketentuan mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur
dengan Peraturan Wali Kata.

BAB..



BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 122

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang
perseorangan, Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah
Kelurahan, Dunia Usaha dan/atau instansi atau lembaga vertikal di Daerah
yang berjasa dalam mewujudkan Penyelenggaraan KLA di Daerah.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memotivasi
serta mendorong percepatan Penyelenggaraan KLA guna mewujudkan
Daerah ditetapkan sebagai KLA oleh Menteri.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. lencana;

b. trofi;
c. piagam; dan/atau
d. penghargaan lainnya.

(5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada perayaan:

hari hak asasi manusia sedunia;

hari Anak nasional;

hari ulang tahun lahirnya Kota; dan/atau

acara resmi lainnya. Pasal 123 Ketentuan mengenai kriteria, syarat dan

tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Qoo

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.
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salinan sesuai dengan aslimya tenggal 10 April 2025
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REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KU PANG PROVINS! NUSA TENGGARA
TIMUR: 02/2025
PENJELASAN...
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
I. UMUM

Setiap anak adalah generasi penerus yang akan memegang kunci
kepemimpinan bagi kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Hanya saja
tidak semua anak mendapatkan pemenuhan hak yang seyogyanya menjadi
kewajiban setiap orang terutama tanggung jawab negara dalam melindungi,
memenuhi dan memajukan hak anak tersebut. Anak-anak termasuk dalam
kategori kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dari setiap kita
terutama negara. Masih banyak anak yang terperangkap dalam lingkaran
kemiskinan, tanpa akses layak terhadap pendidikan dan kesehatan. Sebagian
anak adalah korban dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis
yang bahkan dapat merenggut nyawa mereka.

Perlindungan terhadap anak-anak adalah investasi terbesar dalam masa
depan bangsa. Dengan memberikan mereka fondasi yang kuat, kita
menciptakan generasi yang cerdas, berani, dan berkontribusi positif bagi
masyarakat. Kita membentuk pemimpin-pemimpin masa depan,
penelitipeneliti ulung, dan inovator-inovator yang akan membawa negara ini
ke puncak kemajuan. Secara konstitusi, negara Indonesia mengakui hak anak
sebagai bagian dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi, ha! ini dapat
dilihat pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu kebijakan dalam rangka wupaya perlindungan anak
sebagaimana amanat Konvensi Hak Anak adalah dengan lahirnya Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Menjadi UndangUndang (UU No.23/2002).

Di dalam UU No.23/2002 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah
berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung
kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
Untuk itu maka Pasal 21 UU No.23/2002 menyebutkan strategi kebijakan
yang ditempuh dalam perlindungan anak adalah melalui upaya membangun
kabupaten/kota layak anak. Kabupaten/kota layak anak merupakan istilah
yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan
Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk
mengakomodasi pemerintahan Kota, belakangan istilah Kota Layak Anak
menjadi Kabupaten atau Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi
KLA.

Untuk menegaskan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA
maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota LayakAnak
(Perpres No.25/2021). Pasal 1 angka 1 Perpres No.25/2021



Menyebutkan...

menyebutkan defenisi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah
kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan
hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana,
menyeluruh, dan berkelanjutan. Kebijakan KLA bertujuan untuk
mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA dan
pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. Pasal 8 Perpres
No.25/2021 kemudian menyebutkan Pemerintah daerah kabupaten/kota
menyelenggarakan KLA yang dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat dan pemerintah
daerah. Ayat (3) menegaskan bahwa Penyelenggaraan KLA diatur dengan
Peraturan Daerah. Ketentuan di dalam pasal 8 ayat (3) tersebut kemudian
menjadi dasar perintah langsung peraturan perundang-undangan bagi setiap
kabupaten/kota dalam  penyusunan  peraturan daerah tentang
penyelenggaran KLA.

Kota Ku pang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan
semangat melindungi anak serta mewujudkan program pemerintah agar
menjadi salah satu kota layak anak saat ini telah berkomitmen dalam
mendorong regulasi daerah yang akan menjadi dasar pijakan bagi kebijakan
perlindungan anak yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan
berkelanjutan. Untuk itu melalui inisiatif pemerintah (eksekutif) disusunlah
rancangan peraturan daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota
Layak Anak. Hal yang baru juga ditunjukkan di dalam rancangan ini yaitu
dengan mensinkronkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM)
sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023
Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia ke dalam rencana
aksi penyelenggaraan Kota Layak Anak. Stranas BHAM adalah arah
kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan
sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku
Usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk kemajuan dunia usaha
dengan memperhatikan pelindungan dan pemulihan HAM, salah satunya
adalah melalui upaya pelindungan pekerja anak dari tindakan eksploitasi
misalnya Upah buruh di luar yang ditentukan, jam kerja dan lembur yang
melebihi waktu yang ditentukan, cuti tidak diberikan sebagaimana mestinya,
larangan beribadah, diskriminasi di tempat kerja, dan lain sebagainya.

Pokok-pokok materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang
tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak disusun dengan sistematika
ketentuan umum, tujuan, penguatan kelembagaan, keterlibatan lembaga
masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan Hak Anak
dan perlindungan Khusus Anak, klaster hak sipil dan kebebasan, klater
lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan
kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan
budaya, klaster perlindungan khsus, pendanaan, serta pemantauan, evaluasi
dan pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4



Cukup jelas.

Pasal 5 ....
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan unsur masyarakat seperti lembaga swadaya
masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.



Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 22....



Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 46...



Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 70 ...



Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 94 ...



Pasal 118.....

Pasal 118

Cukup jelas.
Pasal 119

Cukup jelas.
Pasal 120

Cukup jelas.
Pasal 121

Cukup jelas.
Pasal 122

Cukup jelas.
Pasal 123

Cukup jelas.
Pasal 124

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG 2025 NOMOR 314

LAMPIRAN ...



MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 2TAHUN 2025

TANGGAL 10 APRIL 2025

TENTANG

FPENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029

INDIKATOR RENCANA UKURAK SATUAN | DATA TARGET INSTANSI PROGRAM
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MICh INDIKATOR RENCAMNA LA N SATLUAMN DATA TARGET -[ INSTANS] PRAOGRAM
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massa, dan dumia Aspsias Perempuandan
usaha dalam Paruasahaan Ferlindungan
pereilan hak Sahabat Anak Anak I
anak dan Indonesia I
perindungan (APSALY i Kata |
| khusus anak Kupang STt o o s PR P by 1 L | -
Mt Fasilitash A Jumliabh [MPA akoif Laemabaga i} 1 i} (1] (1] (] Dinas Frogram Femenuhan
pembentulan | Femberdayaan | Hak Anak
dan penguatan | Perempuandan
kapasitas Perdindungan
Jaringan Media | Amale
Peduli Anak i
(M FAY di Kota |
Kupang | ] e
o Fasilitasi b Jumlah Tim Tim 1 0 4] a 0 | Dinas Sosial. | Program
g B bk Pelalsana Layanan Rehabilitasi Sosial
Tirm Layanar Kesejahtersan Anak
Kessjahteraan imtegratif atau nama |
Anak lewim i [uear Paich I
Intogratil Sasial
alan nansa | |
Rain di luar | | ;
_-_._ P.ﬂq ml il B e d e R e e —— e e B - -:— J s M o ‘—I—I—.II_




NO INDIKATOR RENCANA UKURAN SATUAN | DATA TARGET INSTANS] PROGRAM
AKS] DASAR PENAMNGLLING
(2024) IR Im.'ﬁ_ 20T | 2028 | 2029 JAWAB
Mendorong €. Tersedianya Dipkurmen a a i 1 1 | Cina=s Tenaga
[PEmyUSUIEAN peraturan/kebijakan Kerja dan
peraturan, internal perusahaan Transmigras|
kebijakan wntang perlindungan
internal wenaga kerja, anak,
perusahaan Percmpuan,
nETIAE, masyarakat adat,
periindumgan Pyl
lenaga Kerga, disabilivas, dan
i, lingkungan hidug
perempean,
masyaralat
adat,
penyandang
disabilitas, dan
L ungan
hdup |
Ml rsibaiong, d, Tersedianya Forum Faruim i 1 o ] (1] 0 | DinasTenaga
pembentukan Kaordinasi Kerja dan
Forum Pencegahan pekerfa Transmigrasi
Koardinasi analc di daerah
Fencegahan
pekerja anak
di dacrah - &
il | KLASTER HAK SIPIL M } 3
5 | Anak yang Peninghatan A Presentase cakupan | % B255% | B5% | 90% | 95% | 1009% | LOOW | Dinas Frogram
memiliki Kutipan cakupan kepemilikan akua Kependudukan | Feningkatan
Akta Kelahiran kepemilikan kelahiran bagi dan Pencatatan | Pelayanan Catatan
akta kelahiran penduduk O-17F Sipil Sipll
gl peidiacduk tahun
0-17 tahun |
Palayanan b, Penerapan KA di Kota Dokumen AE105  61.0100 G500 7LOONTE000 56,000 Program Pendaftaran
Bartu Kiipang Pencudul
Indentitas
Anal [KIA) e
Sosializasi dan | c. Jumlah kelurahan Kegiatan 51 51 51 51 51 51 | Dinas Program Pencatatan
advokasi yang tersosialisasikan Kependudukan | Sigsil
kbl jakan kebijakan clan Pencatatan
paEmsEnLREn pemEnuhan hak anak Sipil, Dinas
hak sipil Anak untuk memperolel Fambardayaan
mzlalui akta kelahiran secara Perempuandan
lepemilikan alctif Perlindungan
Sila akta kelahiran Anak o




N INDIKATOR RENCANA UELRAM SATUAN DATA TARGET Ei ] IMSTARNS] PROGRAM
AKSI DASAR | 2025 | 2026 2027 | 2028 (2029 PENANGGUMNG
(zD2Z4) JAWAR
] Kietarsddiaan Fasilitasi 3. Jamlah Pusgse Lembaga ] 1 ] i i i Dimas Program Pembinaan
| fasilitas Infarmasi pemenuhan ImlMermma s Seleibgt Ferpustalkaan Parpustakaan
Layale Analk 1L4) hak anak Atas Anhak [FISA dan Kearsipan
| ILA
| b. Kota Kupang memililcl | Layanan 2 2 . 2 2 z Dias Program Pensbinman
| kayanan perpustakoan Perpustakaan | Perpustakaan
i anak dan dan
| eskiensifikasi layanan Kearsipan
I mkil perpustalaaan
| kellling
c. Jumilah kegintan Kegiatan 2 e 3 3 3 3 Program Penbingan
pembudayann Perpustakiaan
kegermaran membaca
dan literagi {
d, Tingkat kemanfaatan | W 20%6 256 | 30 | B | DOM | 659 Frogram Pembinaan
perpustakaan oleh Perpustakaan
masvarakat it
| @, Layanan porpustakasn) Layinn 1] 4 11 11 11 1 Frogram Pembinaan
berbasis inklusi sosial Perpustakaan
L Jumlah Pojpok Baca Lolkasi 1 2 3 4 & 7 Pragram Fembinaan
[riginal area Publik di Perpustakaan
Kota Kupang
7 | Pelembagaan Fasilitasi dan |a, Kota Kupang dan Lembaga 52 52 52 52 52 | Dinas Program Femenuhan |
Partisl pasl Anak PEAEUATAR Kelurabhan yang Pemberdaysan | Hak Anak |
kapasitas memililcl Fa aktir Ferempuandan
Forum Anal Perlindungan |
(FA] | Analk |
Pelatihan bagl | b. Jumlah Kelurahan Crang ] 51 51 | 51 51 51 Program Pemenuhan
Fa sabagal yang memiliki Fa Haile Adalk
Pelopor dan aebagai ZF
i —-_—|"-F i LEEJ' —— — o L # & i
Pelatihan C. Kot Hupang, Kegiatan 1 1 1 i 1 Program Permenuban
Fartisipasi lecamatan dan |' Hak Amnak
Anak dalam Belurahan yang
Perencanaan menerapkan PAPF
Pembangunan
ik
Fasilitasi d. Kota Kupang HKeglatan 1 | 1 i 1 1 Program Femenuhan
P IR Ean FA terlibat dalam Hak Anak
petsa gai 2P perteniuan Forum
fnak Masional




"ND |  INDIKATOR RENCANA UKURAN | SATUAN | DATA | TARGET 1 INSTANSI PROGRAM
AKE DASAR | 2025 | 20%6 | 2027 @ ZOZE | 7079 | PENANGGUNG
- - At (2024 jJawas |
Familit=di g. A BErEbat akel Kepiatan 1 58 b=t | L] =L} b | Frogram Pemenuhan
peril1Blcstan chilam Musran bang Hak Anak
Partisipasi Fa
SRl e 1. S I

I | KLASTERL! BMEHUNGAN KELUARGA DANPENCGASUHAMALTERNATIF

a8 Pencegahan Fencegahan a.  Persentaze Persentsse | 1 a i 0 0 [} Dinas Prograim
Perlcawinan Anak | perkawinan perempuan berusia | Pemberdayaan | Pemberdaysan dan

anak 20-24 tahumn yang Perempiea dan | Peningkatan Keluarga
menikah sebelisimn Perlindungan Sejahoarn
berusia 18 tahuwn | Ankak
a. jumiah kelurahan Keluraban 51 i | 51 51 51 i | Program
wang difasilizasi | Pemberdayaan dan
dalam pencegahan Peningkatan Keluarga
perkawinananak | | 1 - Sejahrera
Pemurinan b. Anjgka kelahican Kelahirian pey | O |0 lo ] ] ] Dinas Program Pembinaan
angka remaja wmur 15-1% 1 00 WALS 15+ i Pengendalian Kelhearga Berencais
ielahiran tahuenfAge Specific 19@hun Pendudukdan
reEmaa Fertility RBore [ASFR Keluarga
15-19) [kekahiran Bencana
hidup per 1060
—_M&Lm u [ i — -

% | Penguatan Pembinaan a. Jumlah kelurahan Kegiatan 0 i1 1 1 1 1 Dinas Program Peninglatan
Kapasitas Lembaga | dan/fatau g difasilitasi dalam Pemberdayaan | Kualitas Keluarga
Kangiiltasi imibingan penguatan dan Perempuandan
Penyedia Layanan | bagl keluarga pengembangan pusat Ferlindungan
Pengasuhan Anak pembalajaran Anak
b Oramng keluares (PUSPAGA)

Tua/Keluarga 5
Peninghatan b, Jumlah Lembaga ] Lembaga 74 B T4 B2 1.4 G Program Peninglkatan
pran ibu dan Konsultasi Keluarga | Kualitas Keluarga
keluargs (LE2) di Kata Kupang |
dalam wang akiil melakukan |
pengasuhan layanan Konsultasi i
Anal keluarga yang

bermasalaly
psikososial -
Fasilitasi C. Perseniase anak ugia | % a 100%6 | 100%E | 100% | 100%: | 10086 | Ddnas Program
pembinaan | 0-6 tahun yang Pengendalian | Pemberdayaan dan
keluarga balita. memiliki Pendudukdan | Peningkatan Keluarga
dan anak perkembangan yang | Keluarga Sejahrera
e M— . N S CESESeee Shoue SRRl SEeSeS, SEIIES Rl | Ji




'] INDIKATOR REMCANA UKURAN SATUAN DATA TARGET INETAME] PROGRAM
AKSI DASAR | 2@5 | 2026 | 2027 | 2008 | 2029  PENANGGUNG
| | [2024) JAWAE
el Jumbah keluarga yang luarga 1079 | o w3 | w3 Dinas Program
memiliki baduta pada Pengendalian Pemberdayaan dan
lokus prioriias yang Fendudukdan | Peningleatan Keluoarga
mendapatkan Keluarga Sejahtera
promo=i KIE Betcana
Pengasuhan 1000H PE
dalam Pencegahan
= RERINTENG
. g, Persentase keluarga | Persentage ] ] ] 1] a a
yang melaksanakan
pengasuhan dan
pendampingan
pembEniukan |
Earakier
Fasiitasi I Jumilah keluargs yang | Keluarga ] 0 a 0 o o Frogram
e bentlhen rangnkses PPES | Pombardayann dan
alan pelayanan | Feningkatan Keluarga
keluarpa dan | Sejahtera
anggok I
e luarga di
Pugat |
Pelayanan
Keluarga
Sejihlera '
[PERS] ] 2 o . e e
Penyediaan | 8 Fersentase S0 yang % | Eer e (I00% IO 0 (oG |
layanan memiliki lingkungan | :
rendikdiknn kondusil dalam |
vang merata | TR AT AR |
il karakier
herkualitas ]
jenjang |
Pendidikan | |
Anak Usia Dini |
{PALID] dan I r '
Pendidikan | '
Dasar |
h. Persentase SMP vang | 9% W XrRg IEe | 1ERs | I0Ps | 0E: | 10045 | Dinas Frogram
| mermiliki lingkungan | Pendi dtcn dan | Penin gkatan
| kondusil dalam Hebuxkyaan Kapastas DOS
pembangunan | . |
oo g pu—) learakter 1 I | | i




NO INDIKATOR | RENCANA - UKURAN SATUAN [DATA | 7JARGET INSTANSI PROGRAM
ARSI DASAR | 2(E5 | 2026 | 2027 | 2028 | oo | PENANGGUNG
— (z024) JAWAB
Faailitasi Jumlah kelurahan yang Kelurahan [ I | 2 2 | 2 |[BmN Program Ketahanas
Frogram melalcsanakan Program | | | Keluarga Anti
Ketahaman Ketahanan Keluargs Antd | Harkoba
Keluarga Narkaba
Antl |
| Marko ba = , |
' 10 | Pengembangan Feningkatan | a. Perseptasessuan | % B Bty 100% 100% 100 | Dines
Anak Usia Dinl satuan PAUD FALID yang Perutidilian dan
Halistilk dan yang el ralkkamn Fietnrlayasn
Integrachl (FALUD- HI)| menyvelenggara nan Halkdik
kan Holistik InmEralil
Imtegratl
b. Fercentase SAtuan (™ TG Befn  BG% IDDos [100PE 1006
PaLID yang |
menera Pan eval uas
peserea didik
berke MEANL sesus
- narapan = A l
11 | Standarisasi | Pelaksanaan | 2. Kota Kupang Keglatan 0 E 1 1 1 1 Dinas sosal. | Program Rehabilitasi
Lembaga standarisasi mEenEembangkan | Dinas | Sosial
Pengasulan daycare ramah chiycare ramah anady | Parmberdayann
Alternathl anak e 1 | Peremipuandan
Penguatan b. Kota Kupang Lembaga 0 1 1 1 1 | Perlmdungan
kapagitas membentuk Anak
pesantren pesantren ramah anak
dalarm
memberikan
pengasuhan
alternatif bagi
ganlra/ wati =) S e
€. Jumkah pesankren Fesanuen ] ] 1 | @ i ]
ang klah difsiitas! | Ranmh Anak |
Pembentuian | i
- - " tren ramah anak | |
d. Jumbsh mode BMiodel a 1] a a 0 a
pesmntren ransb angk Pesanten I
e. Jumlahb pergasyh | Pengamib 0 0 z . F] ?
pesantrenyang dilwih  pesamtren
Po rizas uhan anak
bgrbazis gk angk
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N 1M A TR RENCAMNA UKLIRAMN A TUAN DATA TARGET INSTANSI FROGRAM
AKSH DASAR | 2025 | 2026 | 2027 2028 | 2009 | PENANGGUNG
[2024-]) I JAWAR
12 Katersedinan Fazilicmsi 4. Kola H'.Ipﬂ.r‘ telah I-IEH:'-m 10 1 1 1 1 | 1 Dkmas FI'-I:I,H;I"M'I'I Pemenulian
Infrastrukiur penyedman difasibitasl daliam |' Femberdayaan | Hak Anak
Ramah Anak di infrastrukiur pemenuhan hak I Perempusan
Ruang Publik ramah analk anak atas dan
lingkungEan ramal Ferdindungan
anak Aikali
b Pekan Nasiomal Eagkatan [} 1 1 1 1 1 Oimses F'I'Im'lm
Keselamatan |alan Per b rgan Fenyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angloutan
rp— m— & Jakan
Fasilitasi . Kota Eupang telah kegistan i 1 1 1 1 1 Pregram
pemgembanga difasilitasi Penyelenggaraan Lalu
n transportasl | transpartasl Lintas dan Anghuwtan
angkutarn AMEEWLAR Wiam falam
wmuirm massal | miazsal ramah anak
s o . ramah anak -
| d. Jumlah pemberian unit 4 4 4 4 4 4 Frogram
bus sekolah bantuan Fenyelemggaraan Lals
Lintas dan Anglutan
falan :
Pembangun 2. Jumiah lolcasi yang Lokaesi 0 1 | 1 2 2 Frogram
an RASS terbangun RLASS Penyclenggaraan Lalu
Lintas dan Angloustan
N W S TS . . fakan -
Pembangun I. Jumlah Zo55 vang Laaksisd 2 2 2 a 4 5
an Lona terbentuk di Kata
Az Kupang
Solamat
Selalah
T T T T w =TT L3 TTE T T T T e T T T
IV | KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN
13 | Perzalinan di Feningleatan a&. Persentase persalinan| % | U, a3t Lt QLo 1008 | 1000 Dinas Program Upaya
Fasilitaz Kesehatan | kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan Pelayanan Keschatan
Ibudan anak kesehatan Perorangan dan Upaya
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat o
b, Parsentase Kunjungan % 1% S2% | 95% | 9% | 10M% | 1009 Program Upaya
mennatal Pelayanan Kesehatan
F'El'lill‘ﬂfl;ﬂ'i dan Upaya
Pelayanan Kesehatan
v | Masyarakat




NO INDIKATOR RENCANA UKL RAN SATUAN = DATA TARGET INSTANS] | PROGRAM
ARSI DASAR | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | PENANGGUNG ;
| 024) IaWwas 1
Skrining c. Cakupan jbuhaxil L b | S | T i 10084h | 1008 Program Upaya
tha ey chinl diskrimimg Hiv dan i Pelayanan Kesehatan
pra Sifilks Pernrangan dan Upaya
Ersaknan Pelayanan Keschatan
Masyaralat
d. Cakupan Ibu hamil | % 79,959 | Ba%h | 9004 | 100% | 100% | 100% Program Upaya
diskrining hepatitis B/ Pelayanan Kesehatan
I Perorangan dan Lipaya
Pelayanan Kedshatan
s . Sy ARt | | Masyarakat A
Status Gizi Balita Suplamentas! | @ Persentase Balita Usia & AR BN | oD% | 1008 | 10056 | 10006 Program Upaya
vitamin A 6-5% Bulan Pelayanan Kesshatan
pada Balita miendapatkan Perorangan dan paya
witmminA Pelayanan Kesehatan
T T Masyaralat
Pemantaean | F. Persentase Balita G080 | TR | B0 [B5  |a0fh | 10094 Pragram Upaya
Lumbuk yang depantasi Pelayanan Kesehatan
kembang pertumbulsn dan Perarangan dan Lipaya
alita perkembangannya Pelayanan Kesehatan
bl PR TS g | & Masyarakat
14 | Pemberian Malan | Peningkatan | a. Persentase bayi & 5004 BN | 7o B0%e DO 1005 Program Lpaya
pada Bayi dan I gizi analk di usiakurang dari & Pelayanan Kede hatan
Anak [FMBA} Usa hawah suin bulang yang Perorangan dan Lhpayal
di Bawah 2 Tahun | dua tahun mendapatkan A5 | Pelayanan Kesehatan
Elsklusir o1 | Masyarakat
Fasilitasi b, Kota Kupang telah Kegiatan a 1 1 1 1 1 Mnas
peEningkatan difasilicasi dakam | I Pemberdayaan
AS| penanganan Perempuandan
Eksklusifdan stunting rmelal wi Perlindungan
Eizi anak Kampung Anak Anal
Sejahtera (KAS) e ST, R Y PR (O
15 | Fasilitas Kesehatan | Fasilitas a. FPersentase fasilitas | % 100% | 100F& | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Program Pemenuhin
dengan Pelayanan | pelayanan Kuaehatan tingkat Kesehatan Upays Kesehatan
Ramah Anale ramah anak pertama sesual Perorangan dan
di fasilitas standar Lpaya Kesehatan
- hgsehatan | ‘- Masyarakat
b, Persentase rumah 10084 | 1007 | 10086 | 10004 | L0096 | 100% | Program Pemenuhan
sakit terakreditasi I Lipays Kesehatan
; Perorangan dan
, Upaya Kesehatan
e | Magyaralar J




INDIKATOR RENCANA | UKURAN " SATUAN DATA TARGET INSTANSI PROGRAM
AKSI DASAR | Z025| 20264 ZOE7| Zo28| 2029 PENANGGUNG
(24 st k] JAWAR
Pelayanan €. Kota Kupang Jumlah T 10006 | 10006 | 100% | 1000 | 10006 Frogram Pemenuhan
keselatan e ncapai B0% Upaya Kesehatan
amals imunisas dasar Ferormngan dan
lengkap anak usia Upaya Kesehatan
I i 0-11 bulan | Masyarakat
Pelayanan d.  Kota Kupang Kegiatan 1 | | I | | Frogram
ks hatai mampu Profilaksis Pemenuban Uy
bayifanalk dari Kesehatan
ibu terinfeksi Ferorangan dan
HIV, dan Upaya Kesehatan
__l_ﬁl'lll'i ) o A Masyvarakal
Pemutusan &, PMersentase bayi lahir | %% 00 J00%E | A00% | 100%: | 100% | 100% Frograim
PR T dari tbu dengan Pemenuban Upaya
Hepatitia B HbgAg reaktil dibort Eesehatan
dairi ibu ke HBQO dan HElig Ferarangan dan
anak kurang dari 24 jam Dpaya Kesehatan
___setelah kelahiran Plasyarakin
Theraphy I Persentase balita % 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Program
pencegahan lantak serumah Pemenuhan Upaya
TB bagi Lalita dingan pasien TH Kesehatan
kontak mendapatkan TPT Perarmigan dan
:rmrunh Dpaya Kesehatan
ETREAT Masyarakin
__| Pasten TBC
Pelayanan g Kota Kupangyang | % 0 0% | 50% | 6O% | 9% | 100% Program
b bpksh dling 5 Puskesmas Pemenuhan Lipaya
anak dengan mizlakukan tara Koselaran
PnEuman i lakzana stamdar Perorangan dan
preumonia l LUipaya Kesehatan
o L o ol Masyarakat
Balita h Persentase balita (4 2% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1D0% Frogram Pemsnuhan
memiliki yang memilik bk Lipaya Keschatan
Iksi KIA 1A Perarangan dan
Upava Kesehatan
7| [PEIRRTE, b rasvankat
Peningkatan i Kota Kupang Pelayanan 3 3 3 3 3 3 Dinas Pragram
kesehatan menyelengarahan Kesehatan, Pemberdaysan
Anak i pelayanan Dinais Masyaralkat Bidang
sekolah dan kesehatan usia Pemberdayaan | Kesolatan
Remaja selelah dan remaja Perempuan dan .
Fastlitasi . Jumlah Puskesmas | Pudesmas Z F 12 12 12 12 Perlindungan Frogramupaya
Pelayanan yong cilfagilinas| Kesehatan
Raimah Anak dengan Pelayanan Ferorangan dan
di Puskesmas Ramah Anak Upaya Kesehatan
ST e | Masyarakat




INDIKATOR RENCANA UKURAN SATUAN [ DATA |  TARGET [ INSTANSI PROGRAM
AKS] DASAR | 2025 | 200G | 2027 2028 TEI]H PENANGGUNG
el (Z024) | JAWAR
ke Kokta Kupang telah Lavaran 1 i 1 1 1 | 1 Frogram Wpaya
difasilitasi dalam Kesehaian
pelayanan Ramah | Parerangan dan
Anak di Pushesmas ! Upaya
P . | Kesehatan Masyarakat
| . Pelatihan Konvensi Jumlah tenags| 12 13 24 P Fd | 24 Frogram Pemenushan |
| Halk Anak [KHA] kesehatan ' Halk Anak '
| hagh tenaga {Pushestnas)
| kesehatan | terlathEHA |
Linglungan Sehae | Peninglcatan | & Persentase sarana air| % GLED: | 69 | 708 | 7i%b | 75% | B0% | Dims Program Pemenuban
rumah Lngga minum yang K selutan, Uipaya Keschatan
dengan aleses diawasi fdiperiksa TRFPKK | Perarangan dan
| ilr minum dan kisalitas air minwm Upaya Kesehatan
sanitasl yvang sesunl standar Flasyarakat
layak serta
Lerwujudnya
_| Kota sehat
. Persentase L SESTE | % | G3% | 6EFb | 72% | 759 Frogram
kelurahan dengan Pemenuhan Upaya
Swap Buamg Alr Kesehatin
Besar Sembarangan Perorangan din
[5B5) | | Upaya Kesehatan
| B — A o __Hmml-m |
€. Kota Kupang keglatwn ] 1 1 1 1 1 Program
selagni KotaSeha Pemenuban Upaya
| Kesehatxn
| Perarangan damn
| | Upaya Kesehatan
i IR WO — . NN NN TPN——— Masyarakat .
| d  Fersentase tenpat L S0%46 TEG 1O0%E | 10%h | 100G | I00%h Program Pemenuhan
pengelalaan pangan I Lipaya Kesehatan
(TPP) yang Perorangan dan
memenuhil syarat W paya Kesehatan
i = oo sesual standar Masyarakil
e, Persentase tempat e 50 SiF4a | 100% | 100% | 100% | 100946 Frogram
dan fasilitas urmuam Pemenuban iy
[TFLI) yang Hesehatan
dilakubamn Ferorangan dan
PENEIWASN SESL | Lrpaya Kesehalan
standar | Masyarakat




| NO INHHKATOR |  RENCANA UKL RAN SATUAN  DATA | TARGET INSTANST PROGRAM
ARSI DASAR | 2{E5 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | PENANGLUNG |
[2024) JAWAR
ik | Promosi [ Persentase minimal | % 10056 | 100%; | 100% [100% [100% (100% Pragram
Kese itan B posyandy Al Pemberdayaan
di Kota Kypang Masyarakat Bidang
SRATUEORRY: TR e e Kesehatan o
Pepipgtkatan | ¢ Jumbah sambusgan | sambungan | 16297 | 17000 20000| 2200022000 22000 | Dinas Program Pengelolsan
TariEriEusl rumah rumah [(5R) rumiah | Pekerjaan dan Pengembangan
PenE s Uhan vang mendapatkan | Lhirsur cam Sistem Penyediaan
aksesalr layanan SPAM | Penataan Alr Mipum I
minurm berbasis i Ruang, |
@ irEAan masyarakat POAM Kota
Wmmn . LI I B T — - Humm

h. Jumlah kapasitas Liter fdetik 70 Z1 (21 BAa g;a BN Frogram Pengelolaan
SPAM yang | | dan Fengembangan
dibangun Siatem Peimyvediaai

_ 1 | ] | Alr Minum
| I Jumilah peningleatan | Liter/detik 15 I 50 51 50 50 Program Pengelelaan
kapasitas SPAM I | dan Pengembangan
elsisting | Sistem Penyediaan
{ ! S| G | SN l L i MR Adr Minum
§. Jumlah sambungan | 5R 16297 | 17000 20000 ) ZZ.000 | Z2000 |'.ZEIIIIZI Frogram Pengelokaan
| rumah [SR) yang | | dan Pengembargan
mendapatkan I Sistem Pervediaan
. 1 perluasan SPAM : | Adr Minum
Peningkatan | k. Jumlah Kepala | KK B729 | 7729 | 8729 B729 |72 BP9  Dinas Pelerjaan | Program Pengelolaan
kantribasi Keluargs (KK] yang | | Lhwmun dan dan Pengembangan
pemenulsan mendapatikan | | Penataan Ruang. | Sistem Air Limbah
kses sanitasi Layanan sanitas| Dinas Linghkungan
berbasis masyarakat i Hidup dan
NP [ L Kabersihan -
I B L Jumlah KK yang KK 1500 | 1600 | 8729 729 @729 m729 | 1 Program Pengelolaan
rmenclapatkan | | dan Pengembangin
layanan sistem | | Sistem Air Limbah
pngelolaanakr
limbah e FICTINES, SO NN Sty S e e

m. Jumlah KK yang KK 200 200 | 600 GO0 GO0 G600 Frogram Pengetolann
menclrpatkan dan Pangembamgan
layanan sistem Sigtem Air Limbah
pengelalaan drainase

| N oy lingkungan !

n Jumlah KK yang KK i 40 | B (@0 P B Program Pengelokaan
mendapatkan | dan Pengembangan
layanan sistem | SiEtem Air Limbah |
pengelakian | i
persampahan | — j




NG INDIKATOR RENCANA UKURAN SATUAN | DATA | TARGET INSTANSI PROGRAM
| AR5 DASAR 2025 2026 | 2007 | 2020 | 27029 | PEMARGGUNG
| [2024) JAWAR
Sosalisne g, Jumlihk S0DM FA Foerum Anak 1] 1 i 1 | 1 1 [Fimas Frogeam Femenuban
BAEIS0M Fa sehagal 2P saninast i Pemberdayaan = Hak Anak
s LM E 2 p | 1 Perempuan dan
Sart k) Perlindungan |
- T WE———— T UL T I — A lApRk 1
Sosinlisasi p. Jumlah5DM Farum | ForumKEeluarg 0 1 1 1 1 1 - Program Pemenuban
bagi SDM Keluarga sehagal a | Halk Anak
Forum 2P sanitas| |
Keluargase | I
bagal 2P I |
Sanitasi RN . 1 T - S ——
17 | Ketersediaan Implementasi | & Kota Kupang | KTR {15 15 20 20 20 20 Dinas Program
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Soswalizasi b. Jumigh S3M Farum Forum ARk a 1 | i i L Fragram
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{dua belas) Tahun | pemerataan Kasar (APK) PALID 3- Penadidilean dan
layanan & tanin | Kebisdayaan
pendidikan |
bBermutu di t
seluruh |
penjang
b, AP KSDHMI % 99.83% | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% Program Wajib
| B | Belajar 12 Tahun
| |
C. AP SMPMTs ] T0EYS | 10,2 | 11094 | 1108 | 110% | 110% Frograim Feningkatan
W | % | Kapasitas Bidang
| Pendidilan
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pembisyaan Dikdasmen Belajar
pendidikan s0; Ioios (19195 I!I.'J.IEE Itl.il.ll':'lﬁ 19196 [19. 196 Program
| Peninglatan
SMF; 7064 BO72 9072 |gp72 BO7EZ PAOFE Kapasitas Didang
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o . — Indonesia Pintar]
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layanan usia 3-& tahun yang |
pendidikan mengikur menerima
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dan
berlkualitus |
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PALD dan |
Fendicikan |
Dasar ]
k. Kota Kupang dengan | & T2 &S
persentase siswa
kelas 1 yvang melalui
TH/RA/BA di atas
Si{F :
i. Kot Kupang dengan | % 50,10 SLI0MG| 30, ] %G
APK PALID [3-6 |
tthun) d iotas 5%, 10% |




NO INDIKATOR RENCAMA UKURAN SATUAN DATA —___ TARGET INSTANSI PROGRAM
Agsl DASAR | 2025 | 2086 @ 2027 | 2028 | 2029 PEMANGGUNG

{2024) JAWAB
L Kota Kupang dengan | & Q0 E 6L | J005% | 100% (100% 100 1009 Program Pendidikan
APKSD M sekurang- Wajik Belajar 12 Tahun
kurangnya 10054 o
k. HKota Kupang dengan | % 95,72% | 9548 | %6% (100% [100% [100% ~Program Peningkatan
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| sekurang-kurangnya |
100% |
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10046 | 100% | 1009 | 100% Pragram Dukungan
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e e

e ]

i
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yang Ramah Anak

. - — rws — —

§ ¢

C. Persentis=SMP M Ts | &% Yadg, GH G, 100%s @ (00%G | LO0%:
e —— g o | o _Eﬂﬂmh.ﬂuk__ Fra I i S,
| d, Jumiak satean PAUDTE.RAS | i %] 68 | 7% | 90 | 100 | Ddnas
pendidikan di Kota S0 SR PR | Pendidikan dan
Kupang yang Ts Kebudayaan.
difasilitasi tentang Kanwil Agama,
pemicnuhan hak anak Dimas |
atns pencidikan F'Eml:-ul‘th:-'-ﬂil‘l
| (Felatihan KHA dan Perempean dan

| sRA) - . i Perlindungan .

@, Kota Kupangtelah | Kegiatan 0 i 1 i i i Aniak, , Dinas

| difasilitas! dalam Pariwisata
Mﬂﬂmtﬂhﬂﬁ
fasilitas kreatifitas
dian budaya Anak ! il

[ Kot Kupang yang Kegiatan i} i i i i i
telah difasilitasi |
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madel FEA sesual
standar




0| INDIKATOR | RENCANAAKSI T UKURAN | SATUAN | DATA | TARGET | INSTANSI PROGRAM
| DASAR | 2025 | 2026 | 2027 1 20ZE | Z(29 PENANGGLUNG
[Z02E) IAWAR
"B Promusi pelaksanaan an | Wegigan | 1 i |3 1 1 1 | Program Bakax |
kebijalan kreativims Dinas Minat {Lomba KTI, |
dan budaya [ Festival I Fendidikan Expo)
| Kreativitas Anak) | - dan E - l
Peninghatan h. Persesitese salian [ TR 50 =0 KD ED : Kehuday aan Program PSHE (Dana |
karakter peserta pendidikan yang ST A3 6lA s Eﬂ% S BOS Sekolah; Bakat
didil memiliki lngkungan SMP:  5MP. F: SMP:.  SMP:  SMP: Minat)
kandusil dalam 9,078 SE3G6E0%W  G5%W  (FObp 5%
pembangunan .i
e karakmr | | | 1)
Feningkatan L. Persentasetingkatp L :EI:I'.I'I: A0 s ARG | LR 1 00FG |
hualitas EnCagRian I
b baja s pa perkEmbangan -
da jenjang anak psla 546 by
PALIL dan berada berltembang
pandicilkan sesual haragan
dasar 1 , { iL
Intervensi L jumlal sekolah Salnlah 216 216 a1 pd 1] 216 | Dinas | Program Upaya
(TR ETRT dengan PRS am an Kgwehatan, Peningkatan
Paanggan GO M Keschatan
iajan anak | Fasyarikat
seloplah [PlAS]
di sakalah 1 I TR | Fp— 4
Intervens k. Terstdlapyajkaniin | W 1UMNAG [1008G [100%: (1000 | 1008 | Dinas “Program Upaya
Kearanan sebatd sekolkh hesghatan, Peningkatan
pangan | E iy | Keschatan
di sekolah (50, Masyarakat
SHP, sedernjet) | , . — .
Fasilitasi L EotaKupongmensjadi| Kegian 1 1 I | 1 | g o . Program Pencegahan
pendidilan sasiran pelaksanmn | | Markoba
pencegahan pendiditan I
narhoba pada pencegahan narkoba I
| kembaga racds lembaEa | |
pendicdikan wndidilan | Joaril . |
Pembinaan dan | M Jumiah sgoolah Seholah a il i1 | &1 il 61 Dinas Frogram Peninglkatan
penghargaan pieduli dan berby Linglungan | Pendidikan, Pelatihan
parakan lipgkumgan hidyp Mg dan dan Pemyuluhan
pedulican L5 loolinhad by etk Evbersibin Lingkungan Hidup
berbudaya nasio hal dan | Unouk Masyarakag
Hngkungan mareliri)
hidup
di sekkedah ] e 1 . e




MO INDIKATOR RENCAMNA UKURAMN | SATUAN TATA TARGET IMSTA NS PROGRAM
i AKS1 DASAR | 2025 | zo2z6 | 2027 | 2028 | 2029  PENANGGUNG
(Z0Z4] | JAWAR
Kegiatin n. Jumilah anak yang Anak ] = 50 il 70 B | DinasSosial Program Rebabilitasi
Pekerja Sosial mangikuti PGTS Sosial
Goes Ta Schoo
[PGTS) untuk |
anak =i S| ST SN S .
Lﬂml 0. Kota Kupang Kegiatan a 1 1 1 1 1 EPBD Program
m menerapkan SPAR Penangpulangan
Pendidikan | : ! o e
Aman Hencana |
20 | Ketersedinan CFasilitasi | g, Jumiah pemuda kader | Orang rtl (7] 10 1o I 10 | Dinas
| Fasilitas untuk pemusla Kader vang difasilivasi dalam i PencEdilean dan
| Keglatan Hudaya, peninghatan I ki b dayean
| Kreativitas dan keterampilan |
| Rekreatif yang Krealivitas seni, |
- Ramah Anak budaya dan ekonami |
) | kreatif i St
Faslitisi b. Mapak tilas anak Orang ] | M 0 50 Af
lreativicas anakl  gpepanir
| dan kegiatan |
| beiclaya j |
= ¢. Kot Kupang Kegiatan il 1 1 [ 1 1 1 Dinas | Program Bakat Minat |
difasilitasi dalam : Pendidikan d“‘"r [Losnba KTI, Expe)
| pengembangan | Kebudayaan,
' krcatifitas dan budaya | Diras
ik | Pemberdayaan
Perempuan dan | |
Perlindungan | I
Lol SRR, TN . WOy (T TN, SN S| " il [ —
d. Kota Kupang Kegiatan 0 1 1 1 1 T
| difagilivasi dalam |
pengembangan model I |
| S PEA sesumil standar | |
| 2. Promosi pelaksanaan | Keglatan 1 1 1 1 1 n | Program Pendidikan
| kebdjalcan Kreativitas | dan Pelatihan Sumber
| dan budaya [Festival l Daya Manusia
| kreativitas Analk) . PN TN Kesenkan Tradisional
Peninglatan . Jumlah pemada yang | Orang - 50 B0 50 50 | imas Femuda
kesehalan terfasilitasi dalam | idan Dlahrags
reproduksi di pendidikan |
. kalangan kepemimpinan dalam ;
pernwda melalu rurah Lamggza |
penedicikan |
kepemimpinan I
et dalam ' |
' Rumah tangga | 1




MO INDIKATOR RENCANA | UKURAN . SATUAN | DATA _____TARGET INSTANSI PROGRAM
AKSI , | DASAR | 225 | 2026 | 2027 | 2028 | zozo | PENANGGUNG
| i [Bhzi] JAWAR
- " Kegiatan a. Jumlah pojok baca | Lombaga 0 1 7 7 T 7 Dinas | ProgramPembi
kreativitasd digital yiang Eearspan dan naan
an basdaya erbangun dan . Ferpustalcamn Perpustalman
I e s lengRara d
| Kot Kupang
| Fasilitasi B Jumlah rumah ibadah| Lokasi i 6 6 I 12 E KanwilAgama, | Program
Rumah Ihadalh terfasilitasd imaas Pemenuhan
KamiahArnak Ramahanak (Gereja, Pemberdayaan | Hak Anak
(RIRA) Masjid, Fura) Perempuan dan
I Perlindungan
| | Anak
Vi | KLASTER PFERLINDUNGAN KHUSUS
|21 |a. pelayanan bagi | Fasilitasi & Prevelansi kekerasan | % 0 0 0 0 0 0 Dinasi Sosial, | Program Pertindungan |
I anak korban | pencegahan terhadap anak Difias Khusus Anak
l kekerasandan | dan Pemberdayasn |
elesplodtasi TR A& | Perempuan dan
arak korban | Perlindungan
Kekerasan dan falk
| I | eksphoitasi i ) o |
| b. Kota Dolumar 1] 1] 1 ] o o Program Pertindungan
I mienerbitkan kode etik | Khusus Anak
bagl penyelenggaraan
Perlindungananak = FEESINL DS P = 2 ]
c. Jumiah kelurahan Fencanongan | 3 3 i 10 1 & Program Perlindungan
WA T Can anglcan Khusus Anak
keluraban Langa
__ kekerazan
o d. Kota Kupang 51 3 3 3 4 & 10 Program Perlindungan
mmpunr.l Khusus Anak
ketersedisan
remadal untuk
layanan anak korban |
kekerssan dan
penclantarn
e Kot Kupang [ Mplin. Tortin @ 3 L 4 4 4 4 Pregram Perlingdungan
Tyl RLimah Khusus Anak
letersediaan Perlindungan
EAFAN S PrAsarEna |
(Malin. Torlin, Bumah g I
Perlindungan] yang
memadad etk
laganan asak korlan
keherusan dan
- EI!I1HII1I‘.II=I1 |
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INDIKATOR RENCANA UKURAN SATUAN | DATA | TARGET INSTANSI PROGRAM
AKSI DASAR | 2q@5 | 2024 | 2007 | 2008 | 2009 | PENANGOUNG
[ZOZ+) IAWAR
Pelatthan bagi | . Kot Kupang memiliki | Orang (1] o 10 10 10 15 Program Parlintungan
FA sebagal 2P FA sehagal 2F dakam Khusus Amak
dalam mencegah KTA |
pencegahan |
kekerusan s iy R i e B e 1]
Pelatiban bagi | g Kota Kupang Lemibags 1 1 . 1 1 Program Perindungan
lerm baga memilikilembaga Khgsus Anal
layanan kayanan korban
penanganan kekerasan dan
analk ekspleitasi
karban
kekerasan | o o S
h. Kota Kupang memiliki | Doltumen 1 1 1 ] 0 i Program Perlindurgan
standar byanan bagl Klvisus Apgh
analk korbam dan
pelaku kekerasan dan
| alepleitEsi T
I Kowa Kupang memiliki | SDM 10 10 10 10 10 10 Keglatan dari
SOM whit layanan welah EeMantr[an® PA
dilitih manapEmen
= km: ST E—
Sosialisasi §. Kota Kupang telak Foamigta mn i} 0 1 1 1 1 Diiras Program
permbebasan digosialisasikan Sadar Pariwisata Pe rgermbangan Sumbei
anak dari Wisaka dan Sapta DayaWisatadhn
ekploitas) Pesana di Destinasi Ekonomi kredif
sukesual di Wisatadi Destinasi
clogtinas| wisalal Pariwissta Prioritas
dan Destinasi
Pfariwisata lninnya ]
k. Kota Kupang telah Kisgi atan | O ] 0 1 1 1 Frogram
disasialisasiikan Fergembangan
pembabasan anak dari Sunber Daya Wisata
ekeploatasi B > | danEgpnamj Kmsgeir
L Jumilah destinasi [reiv @i 1] 0 1] 1 2 ] Frogram
wigata di Kota Kupang | wWicalta Porgempangan
yang tersosialisasiican Sumber Daya Wista
pembebasan anak dars | dyn Ekono mi Kregail
elsploitasi |
m. [umiah kelurahan Kelurahan | 0 0 0 o ] 2 | Program
yang mencanangikan | Penpem s lsEan
Kelurabhan Wisata | Suber Daya Wisata
yang ramah Anak | dan EkonomiKreatil
. Bebas Eksploitasi |




1T INDIKATOR RENCANA UKLURAN "SATUAN | DATA ~ TARGET INSTANSI PROGRAM
AKH DASAR | 2025 | 2026 | 2027 2028 2029 | PENANGGUNG
(2024) JAWARB
21 |b. anak yang Fencegahan a. Jumlah pelerjaanak | Anak ] 10 10 10 10 Dinas | Program Pengawasan
dibebaskan dari | dahp n wirg dicegiah dan Transmigras Ketenagakerjaan
pekerja anak e o] ke ditarik dari tempat dan Ttenaga
(PA) dan daritEmpak kgrjp Kerja, Program Perlindungan
bentuk-bentuk keria Diinas Ehissus Anak
pekeTiaan Femberdayaan
terburuk untuk | Perempuan dan
Ak [BFTA) i Fertindungan
P . |  Anak
'b. Jumlah pekerja anak | Anak i 0 0 0 0
wang ditarik dari | |
[ BPTA i
Pencanangan | ¢ Kola Kupang Fencaiangan K} 1 a a K]
Fona mencanangkaan o
| Bebas pekeria bebas pekerja anak
anak
Pengintegrasi | . Kota Kupang telah [akumEn i} 0 1 n '} o ol
| an isu pelerfa mengintegrasikan isu
| anak pekerja analk ke
| dalan indikatoe
Kimerfa ulamm (VKLY
Pemerintah Daerakh =
Penanganan | e Pekeris anak vang Kasuis i O | 100% | 100% | 1008:
kasus pekerja terlindungi hak-
| analk halcrya sesual
' : Karvensi Hak Anak ' s
Pemeriksaan . Jumlah perusahaan Persabiaan 0 15 25 | 35 i
peOCEApan yang menctaplan
Morma norma perlindungan
| Perlindungan pelers anak |
| Pekerja Analk = i R T |
1L pelapsinan bagl Fasilitasi a1, Korkan anak i} o n §] a BNM, Dinas | Frogram Rehabilitas)
anak karban pelayanan bag penyalahgunaan Sosial Soakal
pornograli, NAFZA | anak korban MNAPZA anak yang yang I
dian Eerindeksi HIVY | penyalkakh- mendapatkan
AIDS punaan MAPES rehabilitasi sosial pada
balai rehabilitasi sosial - - ;




| NO INCHKAT OR RENCANA UKURAN SATUAN = DATA TARGET INSTANST PROGRAM
1 AKS1 DASAR | 2025 | 2026 | 2027 2028 | 2029 | PENANGGUNG
| (20Z4) A i IaWwan
b. Jumlah anak Orang . 5 CBNN
penyalahgunaan
i dan fataw pecandu
| narioba yang
mendapathan
rehabilitasi di
fasilitas rehabilitasi
- milik BNN | [
Fasilitgs c. Jumiah kbelurahan Keluraban 2 a 10 10 10 ia 101 Fues | Program Perlndungan
pencegahan pencegahan bebas | - Pemberdayasn | Khusus Anak
FornoEral parnograli | Perempaan dam |
| | Perbindungan |
R B - - — i — M.h
Fasilivasi d. Kot Kupang | Kegiatan i 0 0 1 0 il BMH
Pengembangan berkategori
Kota Tamggap “Tanggap Ancaman
Ancamaniar Markoba®
| koba S T
22 | b. pelayanan bagi | Fasilitas a  Jumlah kegiatan Kegiatan 1 1 1 1 1 i BFED
anak korban peEnanganan penanganin korban
Bemcanadan korban dan dan pengungsi
laniik pengungss TR [ -
Fasilitasi b. Jumlah kelurahan | Kelurahan 5 | G 10 10 15 |15 BPOD
kalurahan tingauh bencana | |
tangeguh yang dikembangikan !
' SR G - - e SEE— o
Perlindungan | . Jumlah anak sekalahl Anak o EY) N s | BD 100 | BPED,
sosial hagi anak | yang mendapatkan . | Dinas
kiorbain bencana,  edukasibencana | Pemberdayaan
alam o N Jre. Perempuan
Penanganan  d.  |Jumlah kegiatan kegiatan 1 1 ! i i 1 dan Program Perfindungan
| anak korban  bagi anak kerban Perlindungan | dian Jaminan Sosial
bencana dan | bncana yang Anak Padls SaatTanggap dan
| han ik diberikan dukungan | Pasca Bencana,
psikesosial | | Pragram Pl-LIrhmuna;nn
| | KhususAna
| e, Jumbah arwng | Orang 0 ] I 1 10 T
yang difasilitasi | I
pemberian f |
bantuan spesifik | i | :
anak tentang | |
| perlindungan | |
amak dari l
_ bencatka S— N HEP SR R|
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Pl INDIKATOR T CANA UKURAMN DATA | TAARGET i INSTANS PFROGRAM
| ARSI DASAR | 2025 @ 2026  ZO0ZT 2020 2029  PENANGGLNG
| - {2024 . | JAWAR
| ' i [ [umlah anak korban | % | O 100% | 10 | 1009 | LO0% | 100% Program i
Bemcana alam yang rm_lﬂﬁﬂsmlﬂ #;1:'
I n arminan Sosia i
| o £ amanp dan
I Pasca Bencana
ragrains Perfindungan
X ) ; o Khusus Anak
Fazilitmsi B Jumilah Forum K tan 1] i | i 1 1
| perlindungan koordinas|
anak dalam P laksanaan kebijakan
situasi perlindungan anak
darurat dala bencama dan II
) onflil sasial . " i S _—
i Peninglatan Tersedianya data dan | Dokumen 0 1 1 1 1 Dinas “Program
ketahananikh infarmasi kerentanan | Lingkungan  Pengendalian
m dais resike perubahan Hidup dan | E'l'"'“'“"k'::'“ dan/fatau
iklins sorta Keberzihan, | TG
rekomendasi strategi Bappesda | Lingkungan Hidup
ndapras] perubahan
i klirm dasrakh e | s, 4
jumilah kelurahan lelarskan 1] I 51 51 51 51 51
herketahanan iklim i |
23, | a. pelayanan bagi | Fasilitasi a Jumlah forum Forum TR S nl'“ﬁ'“" 0 D Dinas Sosia, | Prog-am Rehabilitasi
anak penyandang | perlindunga kaardinasi pelaksanaan | | Eadan Sl
dizabilitas, nanak Kebijalkan dizabilitas, i Kesatuan
kelompol penyandang kelompok minoritas | Eampsa dan
mimeritas dan clisabiliis, dan terisclasi Politik
terisolasi kelompok
minoritas dan I
| Lerisalisi Sl
be Jumlah media Media i 5 5 5 5 ] Pragram
Komunikasi, Inforneasi Rehabilitasi
dan Edukasi [KIE]) Sosial
mielalul media publik
tentang perlindaingan | |
anak berkebutuhan
khusus terutama bagi i
anak penyandang |
disabilitas, kelompok
minoritags dan terisolas) _ e




MO INDIKA TOR RENCANA UKURAN SATUAN | DATA | TARGET INST. ~ PROGRAM
AR DASAR | 2005 | 2026 | 2027 | 2026 | 2029 | PENANGGUNG
[20Z4) | 1 { JAWAR |
c. Jumlah lembaga lembaga 5 5 5 E 5 5 o Program Rehabilitasi
layaman yang | Speslal
mendapatkan pelatiban |
pEnanganan |
periindungan anak |
berkobutuhan lkhusss TP Y (. [ FR— | T e e e

21 b. pelayanan baga | Fasilitasi a. Jurmlah faram Famm a | 0 a | 1 a a Program Rehabilisasi
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Senyim pang perlindungan anak i | |
(P5M] leebompok minoritas |

dan teriterial s#ta |
P __analePSM______ e | TSR DI, RNy o e
I, Jurilah media KIE Media i a I 5 Frogram Hehahilitns
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e | anakPSM S 2 sy -
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berhadapan Fenyelenggar Kupang Fervempaan din
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ABH | !
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: | I s | =
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